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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 

(Q.S Al-baqarah ayat 286) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan” 

 (Q.S Al-insyirah ayat 6-7) 

 

Sekuat apapaun kamu berusaha, sebaik apapun kamu 
merencanakan jika Allah belum mengizinkan, kamu harus 

bersahabat dengan sabarmu. 

 

“Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut 
ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan 

sepanjang hidupnya.” Imam Syafi’i 
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ABSTRAK  

Tenggangan masa Iddah wanita karena Khulu’ dalam 
pasal 155 KHI (Analisis Maqasid Asy-Syariah At-Tahir 
Ibn Ashur) 

Oleh : Fisi Angraini 

Nim : 1811110030 

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan 
Pembimbing II: Badrun Taman, M. SI 

Konsenkuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya 
sebuah perceraian adalah adanya masa Iddah. Di dalam 
pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu Iddah bagi 
perempuan yang putus perkawinan karena Khulu’, Fasakh, 
dan Li’an itu berlaku Iddah talak. Iddah wanita yang 
dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ atau 
tiga kali suci. Namun ada sebagian ulama ada yang 
berpendapat mengenai masa Iddah wanita yang bercerai 
karena Khulu’ yaitu satu kali quru’ atau satu kali suci, di 
antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat 
lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin 
Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah.  At-Tahir Ibn 
Ashur membagai konsep Maqasid menajdi dua yaitu: 
Pertama, konsep Maqasid Syaraih Al-‘ammah (tujuan umum) 
dan Maqasid Syariah Al-khassah (tujuan khusus). Dalam 
pandangan Imam at-Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang 
menjadi ketentuan maqasid syariah, yaitu: Pertama Al-fitrah, 
Kedua, al-samahah, Ketiga, al-musawah, dan Keempat, al-
hurriyah. Dari persoalan tersebut penulis menyimpulkan 
rumusan masalah 1) Bagaimana ketentuan iddah khulu’ 
dalam pasal 155 KHI, 2) Bagaimana alasan yang 
menyamakan antara Iddah Khulu’ dengan Iddah Talak di 
dalam pasal 155 KHI, 3) Bagaimana ketentuan Iddah Khulu’ 
pasal 155 KHI dalam persfektif Maqasid Syariah At-Tahir 



Ibn Ashur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
Untuk mengetahui bagaimana ketentuan  Iddah Khulu’ 
dalam pasal 155 KHI, Untuk mengetahui apa yang menjadi 
alasan menyamakan antara Iddah Khulu’ dan Iddah Talak di 
dalam pasal 155 KHI, Untuk mengetahui bagaimana 
ketentuan Iddah Khulu’ pasal 155 KHI dalam persfektif 
Maqasid Syariah At-Tahir Ibn Ashur. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian pustaka (libray research), untuk 
memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian 
ini penulis menggunakan data Primer dan data Skunder. 
Data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau 
rujukan pertama dalam penelitian ini. Penulis 
menggunakan UU, KHI, dan kitab fiqih. Data sekunder 
merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Penulis 
mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan 
dengan materi yang akan dibahas yang terdiri dari buku, 
jurnal, dan internet. Setelah data-data tersebut terkumpul 
lalu disusun, dijelaskan kemudian dianlisis menggunakan 
metode deskriftif analisis Maqasid Syariah At-Tahir Ibn 
Ashur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep 
dan ketentuan Maqasid Syaraih At-Tahir Ibn Ashur sesuai 
dengan KHI, dimana dalam pasal 155 KHI menyatakan 
waktu iddah bagi perempuan yang putus perkawinan 
karena khulu’, fasakh, dan li’an itu berlaku iddah talak. 
Didalam pasal tersebut sudah ditetapkan waktu iddah bagi 
janda yang putus perkawinan karena khulu’ itu iddah-nya 
sama dengan iddah talak yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali 
suci. 

 

Kata kunci: Percerain, Khulu’, Iddah, HKI, Maqasid 
Syaraih At-Tahir Ibn Ashur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Segala sesuatu yang ada di Dunia ini diciptakan 

berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia 
diciptakan berpasang-pasangan pula antara laki-laki dan 
perempuan. Manusia itu sebagai khalifah Allah di muka 
bumi ini tentu berbeda dengan binatang dan makhluk 
yang lainnya. Di dalam agama islam menjalin sebuah 
hubungan (pernikahan) antara laki-laki dan perempuan 
terdapat aturan yang telah dianjurkan dan harus 
dilaksanakan menurut hukum islam, yaitu sebuah 
pernikahan dengan akad yang kuat untuk menaati 
perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan 
sebuah ibadah yang sakral.  

Dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga 
pasti sering terjadi hal-hal yang tidak disangka dan di 
luar dugaan yang semestinya, ada saatnya merasakan 
kebahagiaan, namun ada kalanya terdapat 
permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang 
dapat memicu terjadinya pertengkaran baik dari pihak 
istri maupun dari pihak suami, itu semua tidak lepas 
dari cobaan yang Allah Swt., Jika keduanya bisa mencari 
solusi yang baik pasti akan ada jalan keluar yang 
membawa mereka untuk kembali bersatu, akan tetapi 
jika kedua belah pihak tidak memperoleh solusi dari 
berbagai upaya telah di lakukan tetapi tidak juga di 
temukan solusinya, maka jalan terakhir yaitu dengan 
cara perceraian. Putusnya sebuah perkawinan tidak 
hanya disebabkan karena perceraian saja melainkan di 
dalam undang-undang perkawinan terdapat 3 (tiga) hal 
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yang dapat menjadikan putusnya perkawinan, yaitu 
kematian, percerain, dan atas keputusan pengadilan.1  

Mengenai hal ini islam memberikan hak talak 
untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah 
melalui perceraian, dan ada hak Khulu’ untuk istri 
apabila keinginan berpisah dengan sang suami atau 
bercerai melalui tebusan yang di berikan pihak istri 
kepada pihak suami. Talak menurut istilah yaitu 
putusnya tali pernikahan suami istri dan mengakhiri 
hubungan suami istri. Sedangkan Khulu’ adalah 
tuntutan cerai yang dilakukan oleh pihak istri dengan 
membayar tebusan dan menggunakan lafal khusus.2 
Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan atau 
becerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup 
ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya 
wajib menjalani masa iddah. Demikian juga dengan 
perempuan yang putus perkawinan karena khulu’ juga 
wajib menjalani masa iddah.   

Konsenkuensi yang pertama kali muncul akibat 
terjadinya sebuah perceraian adalah adanya masa Iddah. 
Iddah itu bermakna perhitungan atau sesuatu yang 
dihitung.  Secara bahasa, kata iddah diambil dari kata Al-
‘udd dan Al-ihsha yang berarti bilangan atau hitungan, 
karena waktu iddah merupakan bilangan yang telah 
ditentukan. Secara istilah, Iddah berarti masa menunggu 
selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan 
suaminya. Al-syayid sabiq mengemukakan bahwa Iddah 
dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya 
perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah 
setelah wafat suaminya, atau setelah berpisah dari 

                                                             
1UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 
2 Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi, Fiqih Wanita, (Jakarta: AQWAM, 

2002), h. 322. 
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suaminya.3 Dalam istilah fuqaha Iddah adalah masa 
menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.4  

Masa Iddah wanita yang di talak suaminya yaitu 3 
kali suci yang mana dasar hukumnya terdapat didalam 
firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228. 

                

Artinya: ‘’ Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru’…’’ (Al-Baqarah: 228).  

Dalam hal ini ada beberapa ulama yang 
berpendapat mengenai masa Iddah wanita yang bercerai 
karena Khulu’ yaitu satu kali quru’ atau satu kali suci, di 
antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat 
lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin 
Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mana 
dasar hukumnya terdapat di dalam sebuah Hadits yaitu: 

ََلَ وَلِاَبِا دَاودَ وَالتِّرا ماذاىُّ وَحَسَّنَهُ انََّ امْرَاةََ ثاَباتا ابْنا قَ يْسٍ لِخْتَ لَعَتْ  ََلَّ  الهُ   ُّ ََ النَّاِ عَ ََ يْها وَسَلَّمَ  مانْهُ ََ
اَدَّ تَ هَا حَيْضَة    

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi 
serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais 
mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya 
itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu 
satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).5 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan Imam 
Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan 
khulu’ tanpa campur tangan seorang pemerintah atau 

                                                             
3 Al-syayid sabiq, Fiqih As-Sunnah (Kairo: Maktabah Dar al-

turas, 1970) h. 341. 
4 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  et all, Fiqih Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2009), h. 318. 
5 Moh. Machfuddin Aladip, Kitab Bulughul Maram Bab Vll: Hal 

Khulu, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h. 542. 
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hakim yang mampu memberikan keadilan, hal ini 
disebabkan karena kedudukan khulu’ adalah fasakh dan 
khulu’ itu seperti jual beli yang saling ridha seperti Iqalah 
(pembatalan jual beli).6 Di dalam kitab Ibn Qudamah 
yang mana Imam Ahmad mengatakan bahwa Khulu’ 
ialah fasakh itu termuat dalam bab tentang kesahihan 
dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang 
menyatakan bahwasanya khulu’ tersebut ialah fasakh. 
Suami hanya dapat tiga kali melakukan talak kepada 
istrinya. Apabila khulu’ termasuk talak, maka talak dari 
suami akan berjumlah empat kali dan dapat dirujuk 
meski suami telah beberapa kali menjatuhkan khulu’ 
kepada istrinya. Iddah wanita yang telah dijatuhkan 
khulu’ oleh suaminya adalah satu kali quru’ atau satu kali 
suci dari haid karena kedudukan khulu’ sebagai fasakh.7  

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa 
Khulu’ menurut Imam Hambali adalah Fasakh 
disebabkan karena suami hanya dapat tiga kali 
melakukan talak, apabila Khulu’ termasuk dalam 
kedudukan talak maka akan bertambah jumlahnya 
menjadi empat kali talak dan suami dapat melakukan 
rujuk kepada istrinya. Sedangkan di dalam pasal 155 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu Iddah bagi 
perempuan yang putus perkawinan karena Khulu’, 
Fasakh, dan Li’an itu berlaku Iddah talak.8 Dari uraian 
diatas dapat dipahami bahwa, menurut pasal 155 

                                                             
6 Albab Fadhlan,Ulul, khulu’ menurut imam Syafi’I dan imam 

Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi 

Perbandingan mahzab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi, 2020. h. 54.    

7Edi Kurniawan dkk, Hhulu’ Menurut Imam Syafi’I dan Imam 
Hanbali: mencari relevansinya di Indonesia, Al-hukama, The Indonesian 
Journal of Islamic Family Law Volume 10, Nomor 01, Juni 2020. h 165. 

8 Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat perbedaan 
antara Iddah wanita yang dijatuhkan Khulu’ oleh 
suaminya dengan Iddah wanita yang dijatuhkan talak 
oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 
Namun ada beberapa ulama yang berpendapat 
mengenai masa Iddah wanita yang bercerai karena 
Khulu’ di antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, 
pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak 
bin Rahawaihi, Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah 
bahwa masa Iddah wanita yang dijatuhkan Khulu’ oleh 
suaminya adalah satu kali quru’ atau satu kali suci.  

Dari uraian di atas tedapat perbedaan antara 
keputusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan 
pendapat sebagian ulama tentang masa iddah wanita 
yang bercerai karena khulu’, yang mana di dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa masa 
Iddah wanita yang bercerai karena Khulu’ yaitu tiga kali 
quru’ atau tiga kali suci yang disamakan dengan Iddah 
Talak, sedangkan menurut sebagian ulama masa iddah 
wanita yang bercerai karena khulu’ itu adalah satu kali 
quru’ atau satu kali suci.  

Oleh karena itu ada beberapa Indentifikasi masalah 
berdasarkan pemaparan dialogis diatas yang pertama 
yaitu, apakah yang menjadi alasan hukum dipakainya 
tiga kali quru’ atau tiga kali suci dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). Masalah ini perlu dikaji dari 
Perspektif Pilosofis hukumnya di dalam kajian Usul 
Fiqih. Dipilihnya kajian Usul Fiqih untuk masalah ini 
karena kajian tentang alasan hukum (Illat Al-hukmi) 
adalah objek dalam salah satu kajian di dalam Usul Fiqih.   

Masalah kedua adalah bagaimana analisis Maqasid 
Syaraih sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
menetapakan Iddah wanita yang bercerai karena Khulu’ 



6 
 

adalah tiga kali quru’ atau tiga kali suci. Masalah ini 
perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
Maqasid Syariah. Berkaiatan dengan pendekatan Maqasid 
diatas penulis menggunakan Analisis Maqasid Syariah 
At- Tahir Ibn Ashur 

 Ada beberapa Argumetasi mengenai penggunaan 
maqasid syaraih At- Tahir Ibn Ashur sebagai pendekatan 
dalam analisa masalah ini, pertama Ibn Ashur memiliki 
konsep maqasid syariah yang ia bagi menjadi dua bagian 
yaitu Maqasid Syaraih Al-‘ammah dan Maqasid Syariah Al-
khassah. Menurutnya untuk mencapai Syaraih Al-‘ammah 
perlu diperjuangkan atau di capai terlebih dahulu 
Maqasid Syaraih Al-khassah. Aplikasinya dalam kajian 
Khulu’ ini adalah bahwa masalah Khulu’ merupakan 
masalah dalam ruang lingkup kajian Maqasid Syariah Al-
khassah yaitu tentang kemaslahatan kepentingan istri 
yang berdampak kepada kemaslahatan yang terkhusus 
yaitu lingungan keluarga.  

Kedua, At- Tahir Ibn Ashur memiliki konsep yang 
harus di penuhi untuk tercapainya Maqasid Syariah ia 
membaginya menjadi 4 hal yaitu pertama, Al-fitrah 
artinya bahwa ajaran Islam atau syari’at Islam yang 
diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan semua 
manusia yang sesungguhnya sangat sesuai dengan 
karakter dasar manusia itu sendiri. Kedua, Al-samahah 
(toleransi) dengan terjemahan yang lebih bebas, Al-
samahah dapat diartikan dengan saling menghargai.9 
Ketiga, Al-musawah (egalitar) Agama Islam yaitu agama 
yang memandang semua manusia di hadapan hukum-
hukum Shar’i diberlakukan sama. Keempat, Al-hurriyah 

                                                             
9 Abdulloh Munir, konsep perceraian didepan sidang pengadilan 

preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur, Journal of Islamic Family Law 

Vol. 3 No. 2, 2019  h.92. 
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(kebebasan) sesungguhnya Al-hurriyah merupakan 
turunan atau begian dari al-fitrah itu sendiri. Menurut 
penulis ke empat konsep diatas penting untuk 
ditetapkan dalam hubungan pernikahan atau suami istri 
sehingga perlu menganalisis masalah apakah sudah 
sesuai dengan poin-poin Maqasid tersebut.  

Argumentasi pentinganya masalah ini dikaji karena 
pertama, Khulu’ itu berhubungan dengan kepentingan 
istri dan untuk melindungi hak-hak istri, agar istri tidak 
terzhalimi dan juga untuk menghindari mafsadat untuk 
istri. Yang di maksudkan dengan khulu’ yaitu 
permintaan cerai kepada suami, kalau di dalam 
pengadilan khulu’ itu sama dengan Cerai Gugat. 
Masalah ini perlu dipecahkan secara mendalam agar 
penerapannya sesuai dengan Maqasid Syariah, jangan 
sampai hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan.   

Kedua, yaitu tentang salah satu tujuan dari 
pernikahan yang mana setiap masyarakat yang 
membangun rumah tangga pasti mengharapkan atau 
menginginkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, 
dan Warrahmah. Dalam sebuah keluarga perlu ada saling 
menjaga satu sama lain antara suami dan istri, untuk itu 
kemudian diaturlah di dalam hukum Islam hak Khulu’ 
untuk Istri dan hak Talak untuk Suami. Khulu’ 
dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami 
terhadap istri, dan menyadarkan suami bahwa istri pun 
mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri 
pernikahan. Bahkan Khulu’ dapat dimintakan istri 
kepada suaminya akibat telah hilanganya rasa cinta 
kepada suaminya walaupun sang suami tidak 
melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti istrinya. 
Begitu juga talak diatur agar istri juga berhati-hati agar 
tidak berbuat sewenang-wenang terhadap suami.  
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Berdasarkan deskripsi dialogis diatas penulis perlu 
mengkaji lebih dalam tentang tenggang masa iddah 
wanita kerena khulu’ dalam pasal 155 KHI analisis 
Maqasid Asy-syariah At-Tahir Ibn Ashur. 

B. Rumusan Masalah 
 Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar 

belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal 
yang perlu menjadi objek kajian permasalahan dalam 
penelitian ini, antara lain: 
1. Bagaimana ketentuan iddah khulu’ dalam pasal 155 

KHI? 
2. Bagaimana alasan yang menyamakan antara Iddah 

Khulu’ dengan Iddah Talak di dalam pasal 155 KHI?  
3. Bagaimana ketentuan Iddah Khulu’ pasal 155 KHI 

dalam persfektif Maqasid Syariah At-Tahir Ibn Ashur? 
 

C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan  Iddah Khulu’ 

dalam pasal 155 KHI. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan 

menyamakan antara Iddah Khulu’ dan Iddah Talak di 
dalam pasal 155 KHI. 

3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Iddah Khulu’ 
pasal 155 KHI dalam persfektif Maqasid Syariah At-
Tahir Ibn Ashur? 
 

D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teori/ Akademis 

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai kajian 
ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi 
mahasiswa fakultas syariah dan umumnya bagi siapa 
saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji 
mengenai masa iddah wanita kerana khulu’ dan 
diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
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pengetahuan, wawasan kepada seluruh pembaca dan 
hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk 
menjadi bahan perbandingan, informasi, dan 
referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat 
memahami mengenai  tenggangan masa iddah wanita 
karena khulu’. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan secara praktis yaitu agar penelitian ini 
dapat diharapkan 

menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut 
bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa serta 
menambah wawasan pengetahuan bagi para 
pembaca terkhusus mengenai masa iddah wanita 
kerena khulu’, dan penelitian ini juga nantinya akan 
di berikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu 
agar dapat menjadi bahan acuan dan bacaan bagi 
seluruh mahasiswa mengenai tenggangan masa 
iddah wanita karena khulu’ dalam pasal 155 KHI 
Analisis Maqasid Asy-syariah At-Tahir Ibn Ashur. 

E. Penelitian Terdahulu 
Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang 

pernah ditulis oleh mahasiswa/ mahasiswi sebelumnya 
yang berkaitan erat dengan judul proposal skripsi yang 
akan diteliti oleh penulis. Penulis telah membaca 
beberapa skripsi dan jurnal, dan ditemukan pembahasan 
yang berbeda dengan judul proposal skripsi yang akan 
penulis teliti, sehingga dalam penulisan proposal skripsi 
ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan plagiasi. 
Dibawah ini penulis akan memaparkan skripsi atau 
jurnal yang pernah ditulis oleh mereka, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Skripsi Ulul Albab Fadhlan tahun 2020, “Khulu’ 

menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali’’, Dimana 
didalam skripsi yang di tulis Ulul Albab Fadhlan, 
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mengungkap sebuah permasalahan yang berkenaan 
dengan khulu’.  Khulu’ merupakan salah satu 
penyebab dari putusnya perkawinan yang diajukan 
oleh  istri kepada suami yang disertai iwadh.10 Akibat 
putusnya perkawinan yang disebabkan dari khulu’ 
menimbulkan hukum yang berbeda yakni mengenai 
kedudukannya sehingga akan berbeda juga 
mengenai iddah. Imam Syafi’i berpendapat bahwa 
kedudukan khulu’ adalah talak sehingga iddah yang 
diterima oleh istri tiga kali haid sedangkan Imam 
Hambali berpendapat bahwa kedudukan khulu’ 
adalah fasakh sehingga cukup menjalani iddah satu 
kali haid dan tidak memerlukan hakim. 

2. Skripsi Rosika Wahyu Alamintaha, “Studi Analisis 
terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi 
janda yang putus perkawinan karena khulu’,” 2010. Hasil 
pembahasan menunjukkan bahwa menurut Pasal 155 
Kompilasi Hukum Islam, waktu iddah bagi janda 
yang putus perkawinan karena khulu’ disamakan 
dengan iddah talak, yaitu bagi janda yang masih 
kedatangan haid iddah-nya selama tiga quru’.11 
Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna 
quru’, sebagian fuqaha berpendapat bahwa quru’ 
adalah masa haid, sebagian berpendapat bahwa quru’ 
adalah masa suci, inilah yang dipakai KHI dalam 
menetapkan ketentuan masa iddah. Meski demikian 
perbedaannya tidak terlalu signifikan karena jika 
dikonversikan dalam hitungan hari sebenarnya 

                                                             
10 Albab Fadhlan,Ulul, khulu’ menurut imam Syafi’I dan imam 

Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi 

Perbandingan mahzab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi, 2020. h. 34.    

11 Rosika Wahyu Alamintaha, “Studi Analisis terhadap pasal 155 
KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 
khulu’,”  Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN 

Walisongo Semarang,  2010. h.57. 
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hampir sama yaitu tiga bulan, menurut Amir 
Syarifuddin bila dibandingkan antara iddah dengan 
tiga kali suci dengan tiga kali haid, maka iddah 
dengan tiga kali haid lebih lama enam hari 
dibandingkan dengan tiga kali suci. Menurut 
sebagian fuqaha waktu iddah bagi janda yang putus 
perkawinan karena khulu’ adalah selama satu kali 
haid. Alasannya adalah kasus Tsabit bin Qais. 
Pendapat ini dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, dan 
pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan 
pendapat Ishak bin Rahawaihi, juga pendapat Ibnu 
Taimiyyah. Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa 
inilah pendapat amiril mukminin Utsman bin Affan, 
Abdullah bin Umar, Rubayyi' binti Mu'awidz dan 
pamannya. Pasal 155 KHI menyamakan iddah-nya 
khulu’ dengan iddah talak karena kondisi sosiologi dan 
kultur bangsa Indonesia yang mayoritas bermadzhab 
Syafi’i. 

3. Skripsi Ariani Nunung Safarinah 
Fatimah (2018) Komparatif pemikiran ulama hambali dan 
syafi’i terhadap idah wanita akibat cerai khulu.12 Dimana 
di dalam skripsi Ariani ini menjelaskan tentang:  
a. Ulama Hambali berpendapat bahwa Iddah khulu’ 

cukup dengan satu kali quru’ karena khulu’ 
bukanlah talak, tidak ada rujuk padanya. Adapun 
Ulama Syafi’i berpendapat bahwa iddah khulu’ 
seperti talak yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali 
haid;  

b. Persamaan dari kedua ulama ini, ialah yang 
pertama, kedua ulama sepakat bahwa dasar 
hukum dari Khulu’ adalah berasal dari Al-Qur’an 

                                                             
12 Nunung Safarinah Fatimah Ariani, “kompratif pemikiran 

ulama hambali dan syafi’I terhadap iddah wanita akibat cerai khulu’.” 
Skripsi Fakultas Syariah program studi hukum keluarga islam  IAIN 
Palangka Raya, 2018, h.3-4. 
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yaitu Surah Al-Baqarah ayat 229. Kedua, mereka 
sepakat bahwa khulu’ merupakan salah satu jenis 
pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam 
syari’at Islam. Perbedaan pendapat kedua ulama, 
yang pertama, kedua ulama berbeda pendapat 
dalam penentuan Iddah Khulu’ yaitu ulama 
Hambali mengatakan iddah khulu’ satu kali quru 
sedangkan ulama Syafi’i mengatakan iddah khulu’ 
tiga kali quru’ atau tiga kali suci; 

c. Relevansi dari pemikiran ulama Hambali pada 
masa sekarang iddah khulu’ cukup dengan satu 
kali quru’ atau tiga kali suci, hal ini didukung 
dengan teknologi yang semakin mutakhir pada 
masa sekarang yang dengan cepat mengetahui 
bersih tidaknya rahim seorang wanita dengan alat 
seperti tes pack, USG. Sedangkan ulama Syafi’i 
relevansi idah khulu’ di zaman sekarang tidak 
hanya mengenai bersih rahimnya saja tetapi iddah 
khulu’ tiga kali quru’ atau tiga kali suci ini 
menyimpan suatu manfaat kesehatan bagi 
wanita. 
 

F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

       Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan 
proposal skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka 
(library research) yaitu penelitian yang menggunakan 
data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori 
konsep dan ide.13 Oleh karena itu, data yang penulis 
jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber 
tertulis dengan mempelajari dan menelaah bahan 
kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam 

                                                             
13 Lessxy J. Moeleng, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4. 
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penelitian ini yaitu metode penelitian Kualitatif, 
metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan 
analisis, mengacu pada data dan penelitian ilmu 
sosial.14 

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 
1) Sumber data  

Sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah 
kepustakaan (libraby research) yang lazimnya 
diproleh melalui sumber data  primer dan sumber 
data sekunder:  
a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang 

menjadi patokan atau rujukan pertama dalam 
penelitian ini. Penulis menggunakan UU, 
Kompilasi Hukum Islam, dan kitab fiqih 
Maqashidus Syari’ah Al-islamiyah.  

b. Sumber data sekunder merupakan data yang 
berasal dari kepustakaan.  Penulis mengambil 
beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan 
materi yang akan dibahas dan melengkapi data 
primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan 
internet. 

2) Adapun teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu mengingat penelitian ini 
menggunakan studi kepustakaan (library research), 
maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
a. Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan 

yang berkenaan dengan 
masalah yang diteliti. 

b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada 
buku-buku atau bahan bacaan yang ada 
kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

                                                             
14 Mastuhu dkk, Manajmen Penelitian Agama perspektif teoritas 

dan praktis, (Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000), h. 199. 
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c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-
buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya 
dengan masalah yang diteliti. 

3. Metode Analisis Data 
        Untuk menganalisi data penulis akan melakukan 

analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan 
dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk 
angka-angka statistic atau angka lainya. Metode yang 
digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan 
metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana 
orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya 
umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang 
umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang 
khusus. Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode 
deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan 
data dari perpustakaan secara umum, iddah wanita 
karena khulu’, serta Kompilasi Hukum Islam, maqasid 
syariah at-tahir ibn ashur, tentang suatu konsep, teori 
ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan 
hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil 
kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik 
temu kebenaran dan kepastian yang ada.15  
 

G. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 
lima bab dan setiap bab 
dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya 
berikut mengenai sistematika penulisan dalam 
penelitian ini:  

Bab l, berisikan pendahuluan, yang merupakan 
kerangka berfikir dan menjadi arah atau acuan utama 
penulis dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. 
Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan 

                                                             
15 Dedy, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2001) h. 41. 
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masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab ll, pada bagian bab ini akan membahas 
tentang kerangka teori yang berkaitan dengan 
permasalahan Tenggangan Masa Iddah Wanita Kerena 
Khulu’ dalam KHI Analisis Maqasid Syariah At-tahir Ibn 
Ashur yang mencakup di dalamnya membahas 
mengenai, pengertian Khulu’, dasar hukum Khulu’, 
syarat-syarat khulu’, pengertian Iddah, macam-macam 
Iddah, dasar hukum Iddah, Konsep Iddah dalam KHI, dan 
konsep Iddah Khulu’ dalam KHI.dan Pengertian Maqasid 
Syariah menurut At-tahir Ibn Ashur. 

Bab lll, pada bagian bab ini akan membahas 
tentang inti dari permasalahan, penulis akan 
menjelaskan tentang ketentuan Iddah Khulu’ dalam pasal 
155 KHI, tentang alasan yang menyamakan antara Iddah 
Khulu’ dengan Iddah Talak di dalam pasal 155 KHI, dan 
ketentuan Iddah Khulu’ pasal 155 KHI dalam persfektif 
Maqasid Syariah At-Tahir Ibn Ashur. 

Bab IV, pada bagian bab ini berisikan penutup, 
kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
A. Pengertian khulu’ 

Khulu’ menurut bahasa, kata khulu’ dibaca 
dhammah huruf kha yang bertitik dan sukun lam dari 
kata khila’ dengan dibaca fathah artinya naza’ 
(mencabut), karena masing-masing dari suami istri 
mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah SWT. 
Dalam Alquran:  

               

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah 

pakaian bagi mereka.” (QS.Al:baqarah (2): 187). 

Pengertian khulu’ menurut syara’ adalah 

sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-

Khathib adalah pemisahan antara suami istri dengan 

pengganti yang di maksud (iwadh) yang kembali ke 

arah suami dengan lafal talak atau khulu’.16 Khulu’ 

adalah tuntutan cerai yang dilakukan pihak istri 

dengan membayar tebusan dan menggunakan lafal 

khusus.17 Menurut KHI selaku hukum positif yang 

berlaku di Indonesia, khulu’ ialah perceraian   yang 

                                                             
16 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  et all, Fiqih Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2009),  
h. 297. 

17 Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi, Fiqih Wanita, (Jakarta: Aqwam, 

2012), h. 322. 
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terjadi atas permintaan istri dengan memberikan 

terbusan kepada dan atas persetujuan suami.18  

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa khulu’ 

yang terdiri dari lafaz Kha-la-‘a secara etimologi berarti 

menganggalkan atau membuka pakaian. 

Dihubungakannya kata Khulu’ dengan perkawinan, 

karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 187, 

disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan 

istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. 

Penggunaan kata khulu’untuk putusnya perkawinan, 

karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha 

menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam 

artian istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih, khulu’ 

diartikan dengan putus perkawinan dengan 

menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan 

talak atau khulu’. Khulu’ itu merupakan suatu bentuk 

lain dari putusnya perkawainan itu. Dalam khulu’ 

terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau ‘iwadh.19 

Khulu’ atau talak tebus menurut Soemiyati adalah 

bentuk perceraian atas persetujuan istri dengan 

jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan 

tebusan harta atau uang dari pihak istri yang  

                                                             
18 Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: 
Permata Press, 2003, h. 47. 

19 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawinan Islam (Preskriftif 
fiqih dan hukum positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 135. 
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menginginkan cerai dengan khulu’.20 Maksud yang 

sama dengan kata khulu’, ulama menggukanan 

beberapa kata, yaitu fidyah, shulh, mubaraah. Walapun 

dalam  makna yang sama, namun dibedakan dari segi 

jumlah ganti rugi atau Iwadh yang digunakan. Apabila 

ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu 

adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu 

nikah tersebut disebut khulu’. Bila ganti rugi adalah 

separuh dari mahar di sebut shulh, bila ganti rugi itu 

lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah 

dan bila istri bebas dari ganti rugi di sebut mubaraah.21 

Khulu’ adalah pemberian hak bagi perempuan  

(istri) yang ingin melepaskan diri dari ikatan 

perkawinan yang sudah tidak ada lagi kemaslahatan di  

dalamnya dan sebagai imbalan hak talak yang 

diberikan kepada laki-laki (suami). Khulu’ 

dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan-

wenangan suami dengan hak talaknya, dan 

menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak 

yang sama untuk mengakhiri pernikahan. Bahkan 

khulu’ dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat 

telah hilanganya rasa cinta kepada suaminya walaupun 

sang  suami tidak melakukan sesuatu perbuatan yang 

menyakiti istrinya. 

                                                             
20 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang 

Perkawinan  (UU  No. 1 Tahun 1974), (Yogyakarta: Leberty, 1982),  h. 110. 
21 Abdul Ghofur Ansori, Hukum Perkawianan Islam. h. 136. 



19 
 

Tidak berbeda dengan talak, khulu’ pun 
hukumnya bisa berubah menjadi mubah, sunnah, 
wajib, atau haram mengikuti hubungan suami istri itu 
sendiri. Adapun mengenai hukum bagi suami untuk 
menerima iwadh baik yang ditawarkan oleh istri atau 
karena permintaan suami sendiri hukumnya mubah. 
Ketentuan ini tampak adil kembali kepada 
dibangunnya akad yang diikuti dengan suami 
membayar maskawin, suami membayar nafkah, 
kemudian tiba-tiba ada semacam pengingkaran pihak 
istri. Ini merupakan ciri khas khulu’. Artinya bila 
suami tidak mengaitkan pemutusan ikatan perkawinan 
yaitu cerai dengan adanya iwadh sama sekali, cerai itu 
termasuk talak. Jumlah harga iwadh memakai ukuran 
harga maskawin yang dibayarkan saat akad nikahnya. 
Hal ini diartikan tidak boleh kurang dari jumlah harga 
maskawin tanpa disetujui pihak suami, dan tidak boleh 
tanpa istri menyetujuinya.22 

 
B. Dasar Hukum Khulu’  

a. Al-quran 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

                        

                            

                          

                     

    
                                                             

22 Arif Marsal, Infertilitas Sebagai Alaasan Khulu’ Perspektif Ulama 

, Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018. h. 141. 
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Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah 
itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan 
dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 
keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu 
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) 
khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas 
bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus 
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum 
Allah, mereka itulah orang-orang zalim." 
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229).   

b. Hadits 

Di dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari yaitu: 

ََن ْهُمَ )انََ امْرَاَ ةَ ثاَباتا  ََبَّاسٍ رَضَ  الهُ  َّ ََنا ابَنا  ََّ  بْنا قَ يْسٍاَ تتَاا لنَّاِ ََ  
ََلَيْها وَسَلَّمَ ََ قَا لَتْ ياَرَسُولِالها  ََلَيْها  ثاَباتُ الهُ  اَيْبُ   ىا بْنُ قَ يْسٍ مَااَ 

سَلَاما  ََل َّ خُلُقٍ وَلَِدايْنٍ، وَلَكاىنا اكَْرَهُ الْكُفْرَىا اْلِا  ، ََ قَالَ رَسُولُ الها 
ََلَيْها حَدايَ قَتَهُ؟  َ َ  ََلَيْها وَسَلَّمَ اتََ رَدرينَ  ََ قَالَ رَسُولُ االهُ  نَ عَمْ،  لها قَا لَت ْ

اَ اْحَدا يْ قَةَ وَطلَرقْ ََلَّ  الهُ  ا را ََلَيْها وَسَلَّمَ اقْ بَ ََ ْْلايقَة   رَوَاهُ لْبُ ىَّ، هَا تَ
َْلَا قاها   وَىا راوَا يةٍَ لَهُ )وَاَ مَرَهُ با

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, ra. “Sesungguhnya istri 
Tsabit putra Qais menghadap Rasulullah saw. Dia berkata: 
Ya Rasulullah, aku tidak mecela akan kelakuan Tsabit putra 
Qais dan tidak pula mencela agamanya, akan tetapi aku 
tidak mau kufur dalam islam”. Maka besabda Rasulullah 
saw: maukah kamu mengembalaikan kebunya? Ia 
menjawab: “Ya” maka bersabda Rasulullah saw, (kepada 
Tsabit): terimalah kebunmu itu, dan talaklah istrimu satu” 
(Hadist ini diriwayatkan oleh imam bhukori) dan 
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dalam suatu riwayat: dan beliau menyuruh Tsabit 
agar ia menolak istrinya”.23 

نَهُ )اَنَّ امْرَاةََ ثاَباتا  نْهُ وَلِاَبِا دَاودَ وَالتِّرا ماذاىُّ وَحَسَّ   ابْنا قَ يْسٍ لِخْتَ لَعَتْ ما
 ََ عَ ََ اَدَّ تَ هَ ََ ََلَيْها وَسَلَّمَ  ََلَّ  الهُ   ُّ ا حَيْضَةٍ النَّاِ  

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan 
Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit 
putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan 
dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. 
Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid” (H.R. Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi). 

C. Pengertian Iddah  

Kata Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu 

yang dihitung. Secara bahasa, kata iddah diambil dari 

kata Al-‘udd dan Al-ihsha yang berarti bilangan atau 

hitungan, karena waktu iddah merupakan bilangan yang 

telah ditentukan. Secara istilah, Iddah berarti masa 

menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang 

berpisah dengan suaminya.24 Iddah merupakan akibat 

dari adanya perceraian, dalam istilah lain disebut masa 

tunggu.25 Dalam kamus disebutkan, Iddah wanita yang 

berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya 

                                                             
23 Moh. Machfuddin Aladip, Kitab Bulughul Maram Bab Vll: Hal 

Khulu, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h, 542. 
24 Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi, Fiqih Wanita, (Jakarta: Aqwam, 

2012)  h. 327. 
25 Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, Iddah dan ihdad bagi 

wanita karir perpestif hukum islam : Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 

2020. h. 260. 
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terhadap suami. Dalam istilah fuqaha Iddah adalah 

masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.26  

Secara etimologis Iddah mengandung arti masa 

menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan 

selanjutnya setelah terjadinya perceraian dengan 

suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan 

tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk 

berpikir bagi suami. Para ulama mendefinisikan Iddah 

sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri 

yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang 

sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.27 

Menurut hukum islam iddah adalah masa tunggu 

yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk 

tidak melakuan akad perkawinan dengan laki-laik lain 

dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh 

suaminya atau  percerain dengan suaminya, dalam 

rangka menbersihkan diri dari pengaruh dan akibat 

hubungannnya dengan suaminya itu.28  

D. Dasar Hukum Iddah. 

1. Al-Qur’an 

Allah berfirman sebagai berikut:    

                                                             
26 Abdul Aziz Muhammad Azzam, et.all, Fiqih Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2009), 
h.318. 

27 Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 
Indonesia, (Jakarta : Prenada Media), 2004, h.240. 

28 Dapertemen Agama , Ilmu Fiqih, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), h. 275. 
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Artinya: ‘’Wanita-wanita yang di talak hendaklah 
menahan diri (menunggu) tiga kai quru’…’’ (Al-Baqarah: 
228) 

 

                          

                    

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian 
kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka 
sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu 
minta menyempurnakannnya…” (Al-Ahzab: 49) 

 

2. Sunnah  

  ََ ثَ نَا يََْيََ بْنُ يََْيََ التَّمايمايُّ قَالَ قَ رأَْتُ  ََنْ َاَاَ حَدَّ اِ بْنا أَََسٍ  عٍ لَ  مَالا
َّهُ طلََّقَ امْرأَتََهُ وَهايَ حَائاضٌ فا  َُمَرَ أَ ََلَّ  ال ََنْ ابْنا  لَّهُ ََهْدا رَسُولا اللَّها 

َّابا رَ  َُمَرُ بْنُ الَْْ ََلَيْها وَ سُولَ اللَّ ََلَيْها وَسَلَّمَ ََسَأَلَ  ََلَّ  اللَّهُ  سَلَّمَ ها 
ََلَيْها  ََلَّ  اللَّهُ  َِ ََ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّها  عْهَ ََنْ ذَلا اِ ا ثَُُّ  وَسَلَّمَ مُرْهُ ََ لْيُ رَا

ْْهُرَ  ْْهُرَ ثَُُّ تَاَيضَ ثَُُّ تَ َِ بَ عْدُ وَإانْ شَ  لايَت ْركُْهَا حَتََّّ تَ ءَ اثَُُّ إانْ شَاءَ أمَْسَ
َِ الْعادَّةُ الَّتِا أمََرَ اللَّ  ََ أَنْ يَََسَّ ََتالْ ََّ أَنْ يُْلََّ طلََّقَ قَ بْ َِ ََ ََّ وَ ا قَ لََ هُ 

ءُ النرسَا  
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Yahya At Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan 
Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia pernah 
menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haidllh, 
lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah 
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shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal itu, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk 
kembali (meruju') kepadanya, kemudian tunggulah sampai 
dia suci, lalu dia haidl kemudian suci kembali, setelah itu 
jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) 
atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya 
sebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang di 
perintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan 
wanita.29 

E. Macam-macam perempuan yang ber-iddah. 

1. Iddah perempuan haidh. 

Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama 

tiga kali quru’. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT 

sebagai berikut: 

                 

Artinya: “wanita-wanita yang dilatak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru’. (QS. Al-Baqarah (2): 
228). 
 
Menurut Abu Hanifah, iddah dimulai dengan haid 
selama sepuluh hari, ini merupakan masa yang paling 
lama. Kemudian selama lima belas hari, lalu haid 
sepuluh hari dan sucilima belas hari, kemudian 
dengan haid ketiga selama sepuluh hari sehingga 
berjumlah enam puluh hari. Jika masa iddah ini telah 
berlalu dan ia menyatakan bahwa iddah-nya sekali 

                                                             
29 http://www.infotbi.com/hadis9/cari_open.php HR. 

Muslim, Haramnya menikahi wanita haid tanpa kerelaannya No. Hadits: 
2675. 
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sehingga benarlah sumpahnya. Dengan demikian ia 
menjadi halal bagi suami yang lain.30 

2. Iddah perempuan yang tidak haid (Menopause). 
Bagi perempuan yang tidak haid maka iddah-nya 
selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk 
perempuan kecil yang belim baligh dan perempuan 
tua yang tidak haid, baik haid masih berlansung 
maupun tidak terputus haidnya setelahnya. 
Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut: 

                     

                        

  

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu 
ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah 
mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang  tidak haid. Dan perempuan-perempuan 
yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).  

3. Iddah perempuan yang hamil. 
Masa iddah perempuan yang hamil yang selesai masa 
kandungannya, baik itu akibat dari perceraian 
maupun suaminya meninggal dunia maka masa 
iddah-nya  adalah sampai melahirkan secara total. Ini 
berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut: 

                 

                                                             
30 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam 

islam), (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348-351. 
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Artinya:“Dan perempuan-perempuan yang hamil yang 
ditinggal mati suaminya maupun istri hamil yang ditalak”.  
(Ath-Thalaq: 4) 

 
4. Iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, 

sedangkan ia tidak hamil. 
Masa iddah-nya adalah 4 bulan 10 hari dan berlaku 
bagi istri yang masih kecil maupun sudah dewasa, 
atau masih mengalami haid maupun sudah 
menopause (berhenti haid). Berdasarkan firman Allah 
SWT sebagai berikut: 

                     

       

Artinya:"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta 
meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) 
menunggu empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234). 

5. Istri yang ter-talak. 
a. Jika istri yang ditalak masih aktif haid, masa 

iddahnya adalah mengalami haid selama tiga kali 
peripde kemudian suci. Ini berdasarkan firman 
Allah, “wanita-wanita yang dilatak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru’… (Al-Baqarah: 228).  
Jika istri masih kecil atau sudah tidak aktif haid 
(menopause), masa iddahnya tiga bulan, 
berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut: 

                        

            

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu 
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(tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; 
dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 
haid…” (At-Thalak: 4). 

b. Istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi 
maka dia tidak mempunyai masa iddah. 
Segala perpisahan (selain talak dan ditinggal mati) 
antara suami dan isrti setelah terjadinya 
persetubuhan maka masa iddah istri yang ditalak. 
Jika dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. 
Jika masih aktif haid maka iddahnya tiga periode 
haid. Jika dia masih kecil atau sudah tidak aktif 
haid maka iddahnya tiga bulan. Semua ini berlaku 
pada semua bentuk percerain, baik cerai khulu’, 
li’an, maupun faskh, baik nikahnya batal karena 
satu susuan, karena cacat, maupun karena 
penyebab lain. Selain itu iddah juga berlaku pada 
istri yang disetubuhi secara syubhat atau pada 
nikah yang tidak sah yaitu cukup dengan satu kali 
haid. Ini berdasarkan pada sabda Nabi: 

َِتََّّ تَضَعَ وَلَِ   ٌَ ٍَ حَتََّّ تَاَ لَِتوُطاَُحَام يضَ حَيْضَة  غَي ْرُ ذَاتا حََْ  
Artinya: “(Wanita tawanan) yang hamil tidak boleh 
disetubuhi sehingga dia  
melahirkan, sedangkan yang tidak hamil tidak 
disetubuhi sampai dia  mengalami satu haid”.31 

 
c. Iddah perempuan yang Istihadhah. 

Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah 
kotor/ penyakit) dihitung seperti perempuan yang 
sedang haid. Jika ia memiliki kebiasasan yang 
dikerjakan maka ia hendaknya memelihara 
kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika 

                                                             
31 HR Abu Dahud 1/654 (2157). Disahihkan Al-Albani dalam 

Shabib Sunan Abi Dawud (1889). 
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telah berjalan tiga kali haid berakhirlah iddah-nya, 
jika telah berhenti maka habis iddah-nya selama 
tiga bulan.32 
 

F. Iddah Khulu’ Menurut 4 Mazhab 
1. Iddah Khulu’ menurut Mazhab Imam Syafi’i 

Menurut imam Syafi’i hukum Khulu’ adalah talak, 
sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan 
talak. Apabila istri memberikan iwadh maka suami 
telah melakukan talak kepada istrinya meskipun 
tidak membutuhkan niat, suami akan melepaskan 
istrinya. Imam Syafi’i mengatakan jika suami 
melakukan khulu’ terhadap istrinya dan suami 
meniatkan talak tetapi tidak mengucapkan bilangan 
tertentu, maka khulu’ tersebut jatuh sebagai talak satu 
dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada 
istrinya, karena khulu’ termasuk jual beli dan suami 
tidak boleh memiliki harta istri.33 Imam Syafi’i 
berhujjah dengan firman Allah Swt. sebagai berikut: 

      ….  

 
Artinya: “Thalaq (yang dapat dirujuki) itu dua kali…” 
(Al-Baqarah: 228). 

 
Imam Syafi’i memahami maksud ayat di atas 

bahwa talak tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh 
suami dan khulu’ hanya dijatuhkan oleh suami 
meskipun istri yang meminta. Jika suami melakukan 

                                                             
32 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam 

islam), (Jakarta: Amzah, 2010), h. 356-357. 
33 Ulul Albab Fadhlan, khulu’ menurut imam Syafi’I dan imam 

Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi 
Perbandingan mahzab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi, 2020. h. 56. 
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khulu’ terhadap istrinya lalu suami menyebutkan 
talak maka itu adalah talak dan itu sesuai niat dari 
suami seperti menyebutkan kalimat yang sama 
dengan kalimat talak dengan niat talak. 

Menurut Imam Syafi’i iddah wanita yang telah 
dijatuhkan khulu’ oleh suaminya tidak berbeda 
dengan iddah wanita yang telah dijatuhkan talak oleh 
suaminya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 

 
2. Iddah Khulu’ menurut Mazhab Imam Hambali 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan Imam 
Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan 
melakukan khulu’ tanpa campur tangan seorang 
pemerintah atau hakim yang mampu memberikan 
keadilan, hal ini disebabkan kedudukan khulu’ adalah 
fasakh dan khulu’ itu seperti jual beli yang saling ridha 
seperti iqalah (pembatalan jual beli).34  

Imam Hambali juga menjelaskan bahwa iddah 
wanita yang telah dijatuhkan khulu’ oleh suaminya 
adalah satu kali haid atau satu kali suci. pendapat ini 
juga dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat 
lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin 
Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mana 
dasar hukumnya yaitu terdapat di dalam sebuah 
hadits yaitu: 

نَهُ )اَنَّ امْرَاةََ ثاَباتا  نْ وَلِاَبِا دَاودَ وَالتِّرا ماذاىُّ وَحَسَّ هُ  ابْنا قَ يْسٍ لِخْتَ لَعَتْ ما
اَدَّ تَ هَ  ََلَيْها وَسَلَّمَ  ََلَّ  الهُ   ُّ ََ النَّاِ عَ ََ ا حَيْضَة  ََ  

                                                             
34 Ulul Albab Fadhlan, khulu’ menurut imam Syafi’I dan imam 

Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi 
Perbandingan mahzab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin Jambi, 2020. h. 60. 
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Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan 
Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit 
putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan 
dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. 
Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid” (H.R. Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi).35 

 
3. Iddah Khulu’ menurut Mazhab Imam Maliki 

Khulu’ menurut Imam Maliki yaitu talak dengan 
gantian atau tebusan,  

baik tebusan itu daripada pihak istri atau orang lain, 
atau pun talak dengan menggunakan lafaz khulu’. Khulu’ 
menurut Mazhab Maliki ada dua jenis yaitu: 

a. Khulu’ biasanya dengan gantian atau tebusan.  
b. Talak dengan lafaz khulu’ walaupun tanpa tebusan 

apapun, seperti suami berkata “Aku khulu’ kamu” 
atau “kamu adalah orang yang di khulu’”.  

Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain 
membayar harta kepada suami dengan syarat ia harus 
menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan 
(istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi 
satu talak bai’n. Oleh karena itu, khulu’ menurut Mazhab 
Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau 
tebusan, dan perceraian tanpa tebusan.36  

Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta' 
menyatakan sebagai berikut: 

                                                             
35 Moh. Machfuddin Aladip, Kitab Bulughul Maram Bab Vll: Hal 

Khulu, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h, 542 
36 Ali Abubakar, Maulizawati, Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’ 

(Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki), El-Usrah: Jurnal Hukum 

Keluarga Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018. h. 22. 
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ََنْ مَالاِ أََّه بَ لَغَه أَنَّ سَعايدَ بْنَ الْمُسَيَّ  نَ سَارٍ وَابْ با وَسُلَيماَنَ بْنَ يَ وَحَدَّثَنِا 
 َْ ََدَّةا الْمُ  َُ تَلاعَةا ماشْ َْ ةُ الْمُ اَدَّ هَابٍ كَاَوُا يَ قُولُون  لَّقَةا ثَلَاثةَُ قُ رُوءٍ شا  

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik 
bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, 
Sulayman ibn Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa 
seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan 
membayar iwad masa 'iddahya seperti seorang wanita yang 
bercerai tiga periode menstruasi/suci". 

Dapat diambil kesimpulan dari pendapat Imam 
Malik yaitu khulu' mempunyai kedudukan sebagai talak, 
sehingga khulu' mempunyai sifat mengurangi jumlah 
talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk 
kembali istrinya selama dalam masa iddah. Masa Iddah-
nya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 

4. Iddah Khulu’ menurut Mazhab Imam Hanafi 

Menurut mazhab Hanafi khulu’ adalah 
penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang 
bergantung pada penerimaan si istri, dengan lafal khulu’ 
dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama.37 

اِ النر  لْ ََلَ  قَ بُ وْ اَلْْلُُعُ هُوَ إازَالَةُ ما اِ أَوْ مَ كَاحا الْمُتَ وَََ قَةا  اِ الْْلُُ ا ىا لا الْمَرْأةَا بالَفْ
 مَعْنَا مَعْنَاهُ 

Artinya: “Khulu’ adalah menanggalkan ikatan pernikahan 
yang diterima oleh istri dengan lafadz khulu’ atau yang 
semakna dengan itu”. 

Akibatnya  ucapan  ini  membuat  jatuh talak ba’in, 
dan  tidak  membuat  hilang  hak  si  istri  melakukan 
khulu’, karena talak ini  terjadi  tanpa  bergantung 

                                                             
37 Dzikri Amrullah, Muhammad, Pembayaran dan 

Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif 
Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang) Jurnal Hukum 

Perdata Islam Vol 19 No 2 (2018): Juli-Desember. h. 432. 
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kepada  penerimaan  si  istri. Menurut   mazhab   Hanafi, 
khulu’ memiliki   lima  lafal,   yaitu: al-mubara’ah 
(pembebasan), talak, al-Mufaraqah (perpisahan), dan 
syiraa (membeli). Misalnya seorang   suami berkata  
“Aku  khulu’  kamu  dengan  ini”  “Aku bebaskan  
kamu”  atau  “Aku pisahkan  kamu,” “Talaklah dirimu  
dengan  seribu,”  “Juallah dirimu,” atau talakmu 
berdasarkan segini,” maka si istri menerima. 

Dapat diambil kesimpulan dari pendapat Imam 
Hanafi yaitu khulu' mempunyai kedudukan sebagai 
talak bai’n, sehingga tidak membuat  hilang  hak  si  istri  
melakukan khulu’, karena talak ini  terjadi  tanpa  
bergantung kepada  penerimaan  si  istri. Jadi masa 
Iddah-nya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 

 
G. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam  

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 
Kata Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu 

Compilare yang mempunyai arti mengumpulkan 
bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-
peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. 
Dalam bahasa Inggris ditulis compilation yaitu 
himpunan undang-undang.38 Sedangakan didalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti 
kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang 
daftar informasi, karangan dan sebagainya).39 
Menurut Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Islam 
adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis 
pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dan 3 
kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan 

                                                             
38 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia 

An English-Indonesia Dictionary, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, h. 132. 
39 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002, h. 584. 
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(170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan 
Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), 
ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku 
untuk ketiga kelompok hukum tersebut.40  

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan 
bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan-
ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun 
secara sistematis menyerupai peraturan perundang-
undangan untuk diterapkan di seluruh instansi 
Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-
masalah di bidang yang telah diatur didalam 
Kompilasi Hukum Islam tersebut. 

 
2. Pembentukan KHI 

Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis 
faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar 
belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:  
a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan 

peraturan adat serta tradisi yang hidup di 
masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan 
prinsip hukum Islam.  

b. Keinginan untuk membangun kehidupan sosial 
lebih baik melalui pembangunan di bidang 
keagamaan.41 

KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi 
Fiqh yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas 
gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan 
hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T. M. Hasbi 
AshShiddieqy (1906-1976). Baik Hazairin maupun 

                                                             
40 Rosika Wahyu Alamintaha, “Studi Analisis terhadap pasal 155 

KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 
khulu’,”  Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN 
Walisongo Semarang,  2010. h. 45. 

41 Badruddin, Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam, PSP 

Nusantara Press, 2018, h. 3-4. 
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Hasbi sering mengemukakan pendapatnya mengenai 
perlunya disusun semacam fiqh Indonesia yang 
sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum di 
masyarakat Islam Indonesia. Namun yang tampak 
kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh 
oleh Depag RI. Sebagai realisasinya, MA RI bersama 
Depag RI memprakarsai adanya proyek pembanguan 
hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek 
yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI. 
Sedang pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses 
penyusunan KHI, selain para Birokrat dari Depag dan 
Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan 
para Cendikiawan/Intelektual Muslim.  

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum 
Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI 
dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha 
yang ditempuh, yaitu:  

1. Pengkajian kitab-kitab fiqh  
2. Wawancara dengan para ulama  
3. Yurisprudensi Pengadilan Agama  
4. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain  
5. Lokakarya/seminar materi hukum untuk 

Pengadilan Agama Demikian, hingga terbentuklah 
sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan 
229 pasal, yaitu:42  
a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:  

a) 19 (sembilan belas) bab  
b) 170 pasal (dari pasal 1-170)  

b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam:  
a) 6 (enam) bab  
b) 44 pasal (dari pasal 171-214)  

                                                             
42Badruddin, Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam, PSP 

Nusantara Press, 2018, h. 5-6, 
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c. Buku II : Buku Perwakafan, terbagi dalam: 
a) 5 (lima) bab  
b) 15 pasal (dari pasal 215-229)   

 
3. Pemberlakuan KHI 

Pemberlakuan KHI dilakukan pada tanggal 10 
bulan Juni 1991, Presiden Republik Indonesia 
menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI 
Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan 
Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, 
secara formal dan secara dejure KHI “diberlakukan” 
sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan 
Agama di seluruh Indonesia. Isi pokok Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah 
menginstruksikan kepada Menteri Agama RI, 
Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari:  
a) Buku I tentang Hukum Perkawinan;  
b) Buku II tentang Hukum Kewarisan; 
c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana 

telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia 
dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai 
dengan 5 Februari 1998, untuk digunakan oleh 
Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang 
memerlukannya.43 

Kedua, yaitu melaksanakan instruksi ini dengan 
sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab. 
Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih 
menekankan kepada usaha penyebarluasan 
Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, 
tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara 

                                                             
43 Badruddin, Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam, PSP Nusantara 

Press, 2018, h. 6-7. 
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moral memiliki tanggungjawab untuk tidak 
mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya. 
 

4. Landasan dan Kedudukan KHI  
Landasan dalam artian sebagai dasar hukum 

keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. 
Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri 
Agama. Ini merupakan Instruksi dari Presiden RI 
kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI 
yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan 
ini menyatakan: 
Pertama, Menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari:  
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan  
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan  
c. Buku III tentang Hukum Perwakafan Sebagaimana 

telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia 
dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 
Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi 
Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang 
memerlukannya.44 

Kedua, Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-
baiknya dan dengan penuh tanggungjawab. 
Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:  
a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang 

diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 
tahun 1998 telah menerima baik rancangan Buku 
KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, 
Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III 
tentang Hukum Perwakafan; 

b. Bahwa KHI tersebut dalam huruf “a” oleh Instansi 
Pemerintah dan oleh masyarakat yang 
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memerlukannya dapat digunakan sebagai 
pedoman 
dalam menyelesaikan masalahmasalah di bidang 
tersebut; 

c. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf 
“a” perlu disebarluaskan. 

Dalam konsideran diatas disebutkan bahwa 
Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman 
dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang 
yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, 
kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah 
serta masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan 
penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini 
boleh dibilang hanyalah sebagai ”pedoman” atau 
berarti dapat digunakan sebagai pedoman. Hal ini, 
tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar 
belakang dari penetapan kompilasi. Oleh karena itu, 
menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai 
pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan 
atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh 
Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam 
menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu.45 

5. Metode Penetapan Hukum atau Epistemologi 
Hukum Islam di KHI 

Metode penetapan hukum Islam, secara 
sederhana dapat diartikan sebagai 
cara-cara menetapkan, meneliti dan memahami 
aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum 
untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia, 
baik menyangkut individu maupun masyarakat. 
Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu 
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Nusantara Press, 2018, h. 9-10. 



38 
 

yang dikenal dengan ilmu ushul fiqh, yaitu 
pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil 
hukum secara garis besar yaitu Ijma’, cara 
pemanfaatannya dan keadaan orang yang 
memanfaatkannya, yakni mujtahid. Melalui ilmu 
pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang 
dapat diwujudkan, sehingga ilmu ushul fiqh 
diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam 
studi hukum Islam46 

Secara metodologi ushul fikih, KHI Bidang 
Perkawinan menggunakan metode-metode melalui 
pendekatan bahasa (qawa’id lughawiyyah) yang 
merujuk pada nash Al-Qur`an dan As-Sunnah dan 
melalui pendekatan makna (qawa’id ma’nawiyyah) 
yang merujuk pada kausa hukum (‘illat), mashlahah 
atau maqasid ash-syari’ah. Kemudian dalam penetapan 
pembaruan tersebut, KHI juga berupaya 
mempertimbangkan konteks masyarakat yang ada di 
Indonesia. Namun demikian, untuk melihat sejauh 
mana pembaruan yang telah dilakukan oleh KHI 
dalam bidang perkawinan tersebut perlu dilihat dan 
dianalisis kerangka Usul Fiqih yang dibangun.47  

 Landasan metodologi yang dibangun oleh KHI 
Bidang Perkawinan dalam melakukan pembaruannya 
adalah lebih mengutamakan analisis kebahasaan 
terhadap Nass dari pada penggunaan metode Al-Qiyas 
dan metode yang didasarkan pada maslahah. Di 
samping itu juga pertimbangan lain seperti al-‘urf dan 
sadd aldhari’ah yang mengiringi tiga metode tersebut. 
Sebagaimana pemikiran Ushul Fiqih dari mayoritas 
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ulama mazhab, KHI terlebih dahulu berpegang 
kepada nass, yang diinterpretasi dengan 
menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Apabila 
masalah yang dikaji tidak didapati nass-nya, maka 
baru menggunakan metode Al-Qiyas yang didasarkan 
pada ‘illat (kausa hukum) dari hukum yang ada nass-
nya. Penggunaan metode yang didasarkan pada 
maslahah baru dilakukan apabila tidak ada nass dan 
‘illat (metode al-istislah) atau apabila memang 
dianggap sangat penting sehingga maslahah tersebut 
digunakan untuk mengkhususkan dan 
mengecualikan makna yang terkandung dalam nass 
(metode alistihsan).48 

Landasan metodologi Ushul Fiqih yang 
digunakan oleh KHI Bidang Perkawinan dalam 
melakukan pembaruannya, didasarkan pada jenis 
metode dan landasan, yaitu interpretasi kebahasaan 
terhadap nass, penggunaan Al-Qiyas, ataupun 
penggunaan metode yang didasarkan pada Maslahah, 
walaupun kadang-kadang landasan yang digunakan 
tersebut tidak hanya satu jenis metode tetapi juga 
merupakan gabungan dari beberapa metode yaitu 
sebagai berikut: 
1. Interpretasi Kebahasaan terhadap Nass 

a. Membatasi Poligami pasal 55-59 KHI 
Dalam memahami ayat poligami, 

khususnya Q.S An-Nisa ayat 3, secara 
metodologis para ulama dan kebanyakan 
masyarakat muslim sampai dengan sekarang, 
lebih banyak menggunakan makna zahir, yaitu 
makna yang akan segera dipahami dari ayat 
tersebut tanpa melihat konteks ketika ayat 
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tersebut turun. Sementara KHI pasal 55-59 lebih 
cenderung untuk menggunakan makna Nass 
untuk memahami ayat poligami tersebut. Dalam 
ilmu Ushul Fiqih, makna Nass ini lebih kuat dari 
pada makna zahir, karena urutan dari yang 
terkuat ke yang lemah adalah Muhkam, Mufassar, 
nass, Zahir, Khafi, Mushkil, Mujmal dan 
Mutashabih. Mengenai pembatasan poligami ini, 
misalnya Tunisia, melarang sama sekali praktek 
poligami. Sanksi bagi pelaku poligami adalah 
penjara selama satu tahun dan denda 24.000 
Frank. 

 Secara metodologis, pelarangan poligami 
tersebut sudah tidak menggunakan interpretasi 
bahasa, tetapi sudah menggunakan al-Istihsan, 
yaitu mengecualikan ayat poligami dengan 
pertimbangan kemaslahatan, dan juga 
menggunakan sadd adh-dhari’ah, karena 
menganggap praktek poligami dalam 
masyarakat Tunisia sudah mengarah pada 
kemafsadatan. Padahal dalam hukum Islam 
kemafsadatan atau kerusakan tersebut harus 
dihilangkan, bahkan didahulukan dari pada 
mengambil kemanfaatan yang mungkin juga 
timbul, sebagaimana kaidah: Al-Darar yuzalu 
(Kemadaratan harus dihilangkan) dan kaidah: 
“Dar’u al-mafasid aula min jalb al-masalih” 
(menolak kemafsadatan lebih utama dari pada 
mengambil kemanfaatan).  

Dengan demikian, KHI berbeda dengan 
aturan perundangan di Tunisia yang sangat 
progresif, secara metodologis masih 
menggunakan interpretasi bahasa karena 
memang masalah poligami tertuang secara 
tekstual dalam Nass Al-Qur`an. Di sinilah terlihat 
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bahwa KHI masih berupaya mendialogkan 
antara Nass dan Maslahah.49 

b. Persetujuan rujuk dari Isteri pasal 163-165 KHI 
Sebagaimana pembatasan poligami, KHI 

juga menggunakan interpretasi bahasa untuk 
menetapkan bahwa rujuk harus sepersetujuan 
isteri. Hanya saja interpretasi bahasa tersebut 
menggunakan Dalalah Isharah, yaitu makna 
tersirat dari suatu Nass. Oleh karena itu, KHI 
tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap 
milik suami, sebagaimana makna tersuratnya 
(Dalalah ‘ibarah), hanya saja isteri dapat 
mengajukan keberatan apabila tidak setuju 
terhadap rujuk tersebut. Landasan KHI pasal 
163-165 dengan menggunakan Dalalah Isharah 
(makna tersirat) tentu saja dipengaruhi oleh 
pertimbangan konteks masyarakat Indonesia (al-
‘urf) saat ini, dengan tanpa harus meninggalkan 
makna eksplisit dari nash. Al-‘Urf dan Nass 
berjalan seiring, karena keduanya sama-sama 
penting, sebagaimana kaidah, “Al-Ta’yin bi al- 
‘urf ka al-ta’yin bi al-nass” (ketentuan dengan 
dasar kebiasaan masyarakat sama dengan 
ketentuan nash) 

c. Masa berkabung pasal 170 KHI 
Dalam masalah rujuk KHI menggunakan 

dasar dalalah isharah (makna tersirat), maka 
dalam masalah masa berkabung untuk suami ini 
KHI pasal 170 menggunakan dalalah al-dalalah 
(makna tersembunyi), yaitu makna yang lebih 
jauh lagi dari makna tersirat. Hanya saja, apabila 
diberlakukan secara konsisten, masa berkabung 
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suami ini seharusnya sama dengan masa 
berkabung isteri, yaitu empat bulan sepuluh 
hari. Hukum yang disimpulkan dari makna 
tersembunyi seharusnya sama dengan hukum 
yang ada dalam makna tersuratnya (dalalah 
‘ibarah), namun hal ini tidak dilakukan oleh KHI. 
Pasal 170 KHI tidak menetapkan lamanya masa 
berkabung suami dan hanya menyerahkannya 
pada kepatutan masyarakat. Sesuai kaidah ”Al-
‘Adah muhakkamah” (Adat kebiasaan masyarakat 
menjadi landasan hukum). Hal ini memperkuat 
nalar hukum KHI bahwa dalam satu sisi ingin 
lebih progresif untuk menyesuaikan dengan 
konteks masyarakat, namun di sisi lain tidak 
mau meninggalkan makna yang terkandung 
dalam nass.50 

d. Batas minimal usia nikah pasal 15 KHI 
Makna tersurat (dalalah al-‘ibarah) dari 

QS.An-Nisa ayat 6 menyatakan adanya “usia 
untuk nikah”, walaupun tidak dijelaskan 
batasan usianya secara pasti. Oleh karena itu, 
secara metodologis, al-‘urf (konteks budaya 
masyarakat) sangat berperan untuk menentukan 
batas usia minimal nikah. Tentu saja 
pertimbangan al-‘urf ini juga tidak lepas dari 
adanya pertimbangan kemaslahatan bagi 
masyarakat. KHI pasal 15 menetapkan bahwa 
batas usia minimal nikah bagi laki-laki adalah 19 
tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun 
demikian, apabila nanti ada perubahan batas 
usia minimal nikah ini, maka merupakan 
sesuatu hal wajar, karena budaya dan 
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pandangan masyarakat Indonesia dari satu 
waktu ke waktu yang lain mengalami 
perkembangan. Dengan demikian, pada 
dasarnya KHI pasal 15 mendasarkan diri pada 
makna didalam QS. An-Nisa ayat 6, yang 
kemudian ditafsirkan dengan menggunakan al-
‘urf dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini 
selaras dengan kaidah “Isti’mal al-nas hujjah yajib 
al-‘amal bih” (Praktek masyarakat merupakan 
hujjah yang harus diamalkan).51 

e. Perkawinan wanita hamil pasal 53 KHI 
Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki 

yang menghamilinya ini secara metodologis 
didasarkan pada makna tersurat (dalalah al-
‘ibarah) dari QS. An-Nur (24) ayat 3 dengan 
pertimbangan al-‘urf masyarakat Indonesia. 
Dalam hukum adat beberapa masyarakat 
Indonesia diyakini bahwa wanita hamil harus 
segera dinikahkan sebelum bayinya lahir, 
walaupun bukan dengan laki-laki yang 
menghamilinya. Hanya saja, KHI menetapkan 
hanya laki-laki yang menghamili saja lah yang 
dapat mengawini wanita hamil tersebut. Hal ini 
menggambarkan bahwa KHI berupaya 
mendialogkan al-’urf dengan nass, dan sekali-kali 
berupaya untuk tidak meninggalkan nass yang 
ada. Pengecualian nass oleh al-‘urf ini 
merupakan hal yang valid, karena dalam ilmu 
Ushul Fiqih pertimbangan dan landasan (qarinah) 
yang dapat menafsirkan suatu nass adalah nass 
yang lain, akal dan juga al-‘urf. Dengan 
demikian, kedudukan al-’urf atau al-‘adah ini 
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sangat penting dalam proses penetapan hukum 
Islam, oleh karena itu terdapat kaidah yang 
menyatakan, “Kullu ma shahida bihi al-‘adah 
qudiya bihi” (segala sesuatu yang dikonfirmasi 
oleh adat kebiasaan, maka sesuatu tersebut 
ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan 
tersebut).  

f. Pengasuhan anak pasal 98 dan pasal 156 KHI 
Pasal-pasal KHI berupaya memperhatikan 

dan melindungi hak-hak anak, sampai 
mengantarkannya ke masa dewasa. Secara 
metodologis Ushul Fiqih, ketetapan KHI 
mengenai hak anak ini didasarkan pada makna 
tersurat (dalalah al-‘ibarah) dari ayat-ayat Al-
Qur`an dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan 
al-hadanah, yang kemudian diimplementasikan 
sesuai dengan konteks al-‘urf yang ada di 
Indonesia.52 

g. Perceraian melalui pengadilan pasal 46, 115 dan 
123 KHI 

Ketetapan KHI ini secara umum 
merupakan implementasi dari prinsip 
perceraian dalam hukum perkawinan Islam, 
yaitu perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi 
dibenci oleh Allah (abghad al-halal ila Allah at-
talaq) dan perceraian harus dilakukan dengan 
cara yang baik (tasrih bi ihsan atau farriquhunna bi 
ma’ruf). Kemudian dalam proses terjadinya 
perceraian tersebut, sebagaimana dikemukakan, 
dianjurkan adanya hakam atau mediator, dan 
hakam menurut KHI adalah Pengadilan Agama 
melalui para hakimnya. Dengan demikian, 

                                                             
52 Wardah Nuroniyah, Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum 

Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

Tanggerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 190-195. 



45 
 

secara metodologis, ketetapan KHI ini 
didasarkan pada penerapan prinsip umum yang 
dikemukakan oleh nass secara jelas (dalalah al-
‘ibarah) dan implementasinya sesuai dengan 
konteks Indonesia saat ini (al-‘urf).  

Di samping itu, ketetapan KHI yang 
memandang bahwa ucapan talak suami di luar 
sidang pengadilan dianggap tidak sah di satu 
sisi, dan di sisi yang lain isteri juga memiliki hak 
untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, 
ini secara metodologis Ushul Fiqih didasarkan 
pada metode sadd al-dhari’ah untuk suami dan 
fath al-dhari’ah untuk isteri. Dalam arti, hak talak 
suami dibatasi dan jalannya sedikit dihambat 
(sadd) dengan adanya batasan harus di sidang 
pengadilan, sementara hak isteri diberi jalan 
dengan membuka peluang (fath) untuk dapat 
mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. 
Dengan demikian, pasangan suami isteri hanya 
bisa mengajukan ke pengadilan agama apabila 
hendak bercerai, karena pengadilan agama 
itulah sebagai hakam yang dapat memutuskan 
perceraian tersebut.53 

h. Perselisihan perkawinan Pasal 88 dan 156 KHI 
Adanya Pengadilan Agama sebagai tempat 

perselisihan dalam perkawinan menunjukkan 
bahwa lembaga pemerintah tidak hanya 
berupaya turut serta mewujudkan tujuan 
perkawinan ketika pada awal akad nikah, tetapi 
juga mengawalnya selama masa pernikahan. 
Jika  perkawinan tidak dapat dipertahankan, 
maka lembaga pemerintah juga menjaga hak 

                                                             
53 Wardah Nuroniyah, Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum 

Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

Tanggerang Selatan: cinta buku media, 2016, h.195-196. 



46 
 

masing-masing, terutama hak-hak yang dimiliki 
isteri dan anak, yang menyangkut nafkah dan 
harta perkawinan. Putusan pengadilan terhadap 
perselisihan perkawinan tersebut mengikat para 
pihak yang berperkara, sebagaimana kaidah 
“hukm alhakim mulzimun wa yarfa’u alkhilaf” 
(keputusan hakim itu mengikat dan 
menghilangkan perselisihan). Pembahasan 
tentang hakim dan peradilan ini banyak dibahas 
dalam buku-buku fikih dengan judul kitab al-
aqdiyah (bab masalah peradilan), yang 
pembahasannya didasarkan pada ayat-ayat Al-
Qur`an, Hadis dan juga sejarah peradilan 
Islam.54 

2. Analogi (Al-Qiyas) 
a. Persetujuan Kedua Calon Mempelai pasal 16 

dan pasal 17 KHI 
a) Hadis riwayat An-Nasa`i dari Siti Aisyah 

yang menyatakan bahwa Al-Khansa` Binti 
Khidam al-Ansari mengadukan keberatan 
kepada Nabi karena ayahnya telah 
menikahkannya dengan tanpa 
persetujuannya.27 Namun hadis ini masih 
mengandung multi-tafsir, karena walaupun 
Nabi menerima keberatan tersebut, 
pernikahan tersebut pada dasarnya dianggap 
sah terjadi.  

b) Analogi terhadap QS. An-Nisa (4) ayat 29 
tentang perlunya kerelaan dan persetujuan 
dua orang yang melakukan akad perniagaan 
(‘an taradin). Sama dengan akad jual beli, 
dalam akad nikah memerlukan adanya 
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persetujuan dan kerelaan dua orang yang 
berakad (al-‘aqidani), yaitu dua calon 
mempelai, atau dalam jual beli adalah penjual 
dan pembeli. 

Landasan metodologis yang digunakan 
KHI, apabila dicermati tidak semata-mata 
menggunakan Al-Qiyas, tetapi juga 
mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks 
masyarakat (al-‘urf) Indonesia, sehingga 
kemudian secara implisit KHI ini menafikan dan 
menolak adanya konsep wali mujbir. Karena 
konsep wali mujbir yang umumnya ada 
sekarang adalah adanya pemaksaan pernikahan 
tanpa adanya izin mempelai, dan ini 
bertentangan dengan kaidah, “La yajuzu li ahadin 
an yatas arrafa fi milk ghairih bi la idhnih” (Tidak 
boleh seseorang bertindak hukum terhadap 
milik orang lain dengan tanpa seizinnya). 
Padahal kaidah yang berlaku seharusnya adalah 
Al-Aslu fi al-‘uqud rida al-muta’aqidain (Pada 
dasarnya dalam semua transaksi adalah 
didasarkan pada kerelaan dua orang yang 
berakad.55 

b. Hak gugat cerai isteri pasal 144 KHI 
Adanya hak gugat cerai isteri menjadikan 

isteri sejajar dengan suami yang memiliki hak 
talak. Secara metodologis, KHI pasal 144 
mendasarkan pendapatnya dengan metode 
analogi (Al-Qiyas) pada hak Khulu’ isteri, yaitu 
pada dasarnya isteri memiliki hak untuk 
mengajukan perceraian.32 Hanya saja, 
sebagaimana dikemukakan, KHI menjadikan 
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pengadilan sebagai lembaga hakam dalam 
perceraian dan perselisihan perkawinan lainnya, 
sebagaimana kaidah ”Iqamah al-hudud wa raf’u al-
tanazu’ fi al-huquq wa nahwi dhalik yakhtassu bi al-
hukkam” (pemberlakuan hukuman dan 
penyelesaian perselisihan dalam masalah hak 
dan lainnya adalah khusus kewenangan hakim), 
sehingga secara metodologis KHI dalam waktu 
yang sama melakukan metode fath al-dhari’ah di 
satu sisi, yaitu membuka pintu bagi isteri untuk 
mengajukan gugatan cerai, dan juga metode sadd 
adh-dhari’ah di sisi lain, yaitu menutup pintu 
bagi suami yang melakukan talak secara 
langsung.56 

c. Hak terhadap harta bersama (gono gini) pasal 
96-97 KHI 
Harta yang diperoleh oleh suaminya pada 
dasarnya merupakan hasil jerih payah berdua 
antara suami dan isteri, hanya saja ada 
pembagian tugas, suami bekerja di luar rumah 
dan isteri bekerja di dalam rumah. Ketetapan 
KHI yang menganggap bahwa isteri yang 
bekerja di rumah perlu mendapatkan upah 
tersebut didasarkan pada metode al-qiya>s atau 
analogi terhadap upah menyusui anak yang 
dilakukan oleh isteri yang ditalak, sebagaimana 
dalam QS. At- Talaq 65 ayat 6: fa in arda’na lakum 
fa atuhunna ujurahunna. Oleh karena itu, apabila 
salah satunya meninggal atau bercerai, salah 
satu pihak berhak memiliki separuhnya. Dalam 
kaitannya dengan cerai mati, maka separuh 
harta bersama tersebut menjadi milik pasangan 
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yang ditinggal mati, sebelum kemudian dibagi 
waris. Hal ini dalam tradisi Jawa disebut sebagai 
gono gini. Dengan demikian, ketetapan KHI 
dalam hal ini juga mempertimbangkan adat 
kebiasaan masyarakat, yang dalam Ushul Fikih 
di sebut sebagai al-‘urf.57 

3. Metode dengan Landasan Maslahah 
a. Pengertian anak sah pasal 99 KHI 

Secara metodologis, ketetapan KHI 
mengenai definisi anak sah tersebut adalah 
didasarkan pada metode alistihsan, yaitu 
mengecualikan anak yang telah dikandung 
terlebih dahulu sebelum akad nikah kedua 
orang tuanya sebagai anak sah demi 
mempertimbangkan kemaslahatan dan 
perlindungan hak-hak anak (hifz an-nafs), 
khususnya hak nafkah, hak waris dan hak 
pengasuhan. Ketetapan ini diperkuat oleh QS. 
Al-An’am (6) ayat 164: La taziru waziratun wizra 
ukhra (seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain), seorang anak yang 
tidak berdosa sebaiknya tidak menanggung 
beban perbuatan zina yang telah dilakukan 
orang tuanya. 

b. Pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk pasal 5- 
8, 10 dan 166 KHI 

Adanya pencatatn perkawinan, cerai dan 
rujuk merupakan penertiban administrasi yang 
berusaha untuk menjaga kemaslahatan bagi 
semua anggota keluarga, baik suami-isteri 
maupun orang tuaanak, sehingga secara 
metodologis didasarkan pada al-istislah, yaitu 
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penetapan hukum yang didasarkan pada 
kemaslahatan yang pada dasarnya merupakan 
implementasi dari prinsip yang ada pada nash, 
yang dalam hal ini adalah prinsip menjaga 
tujuan perkawinan. Ketentuan yang ditetapkan 
pemerintah, termasuk dalam masalah 
pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk, 
memang harus merujuk pada kemaslahatan 
masyarakat, sebagaimana kaidah, “Tasarruf 
alImam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah” 
(kebijakan pemerintah bagi rakyatnya harus 
didasarkan pada kemaslahatan). Kemudian 
pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk ini juga 
dapat dianalogikan (al-qiyas) dengan perintah 
pencatatan pada akad jual beli, karena keduanya 
sama-sama akad bahkan akad nikah pada 
tingkat tertentu merupakan akad yang jauh lebih 
penting untuk dicatat.58 

Dari uraian di atas terlihat bahwa landasan 
metodologis yang dibangun oleh KHI Bidang 
Perkawinan dalam melakukan pembaruannya adalah 
lebih mengutamakan analisis kebahasaan terhadap 
Nass (8 masalah) dari pada penggunaan metode Al-
Qiyas (3 masalah) dan metode yang didasarkan pada 
Maslahah (2 masalah). Di samping juga pertimbangan 
lain seperti al-‘urf dan sadd aldhari’ah yang mengiringi 
tiga metode dominan tersebut. Sebagaimana 
pemikiran Ushul Fiqih dari mayoritas ulama mazhab, 
KHI terlebih dahulu berpegang kepada nass, yang 
diinterpretasi dengan menggunakan kaidah-kaidah 
kebahasaan. Apabila masalah yang dikaji tidak 
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didapati nass-nya, maka baru menggunakan metode 
Al-Qiyas yang didasarkan pada ‘illat (kausa hukum) 
dari hukum yang ada nass-nya. Penggunaan metode 
yang didasarkan pada maslahah baru dilakukan 
apabila tidak ada nass dan ‘illat (metode al-istislah) 
atau apabila memang dianggap sangat penting 
sehingga maslahah tersebut digunakan untuk 
mengkhususkan dan mengecualikan makna yang 
terkandung dalam nass (metode alistihsan). 

6. Maqasid Syariah Sebagai landasan Hukum Islam  
Kata Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata 

maqsid, yang berarti 

maksud dan tujuan. Maqasid al-syari’ah secara 
bahasa berarti maksud dan tujuan-tujuan dari syariah. 
Sementara syariah sendiri merupakan aturan-aturan 
yang datang dari shari’ (pembuat syariah, yaitu Allah 
dan Rasul-Nya) sebagaimana tertuang dalam Al-
Qur`an dan Sunnah Nabi. Ketika menetapkan aturan-
aturan hukum dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, 
shari’ dengan demikian memiliki maksud dan tujuan 
yang hendak dicapai. Maksud dan tujuan shari’ 
dalam menetapkan setiap aturan-aturan hukum yang 
ada dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah inilah yang 
dalam literatur   hukum Islam disebut sebagai 
Maqasid al-Syariah.  Maksud dan tujuan dari hukum 
Islam Maqasid al-syari’ah yang berupa kemaslahatan 
bagi manusia dalam arti bahwa hukum Islam pada 
dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang 
hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun 
secara sosial.  

Hukum Islam, khususnya melalui syari’ah 
‘ibadah, bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi 
yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan Tuhan-
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nya, sehingga ia selalu menjaga diri dari perbuatan-
perbuatan buruk dan mungkar serta hal-hal yang 
merugikan orang lain. Pribadi-pribadi yang bersih 
jiwanya dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang 
lain dan masyarakat. Di samping itu, hukum Islam 
juga bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan dan 
keadilan sosial. Al-Qur`an sendiri banyak sekali 
mengulang-ulang perintah untuk berbuat adil, karena 
apabila keadilan dapat ditegakkan, baik dalam 
wilayah keluarga, kehidupan bermasyarakat, politik, 
perdagangan, birokrasi maupun dalam wilayah-
wilayah yang lain, niscaya keadilan sosial akan 
terwujud.59 

Tujuan hukum Islam yang secara umum berupa 
mewujudkan kemaslahatan tersebut, yaitu  aturan-
aturan hukum yang ada dalam Al-Qur`an dan Sunnah 
Nabi. Ada lima kemaslahatan dari lima aspek pokok 
(alkulliyyat al-khams) dalam kehidupan manusia, yaitu 
agama (al-din),  jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan 
atau harga diri (al-nasl aw al- ‘ird), dan harta (al-mal). 
Kelima  hal inilah secara umum yang hendak 
dipelihara oleh hukum Islam, memelihara dan 
menjaga lima hal ini akan mendatangkan maslahah, 
dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal 
ini akan mendatangkan mafsadah serta menolak 
mafsadah adalah maslahah. 

Para ulama kontemporer berpendapat bahwa 
konsep maqasid yang dikemukakan oleh ulama klasik 
masih bersifat umum dan tidak meliputi tujuan-
tujuan spesifik dari sebuah aturan hukum yang 
membahas topik-topik tertentu secara detail. 
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Kemudian maqashid klasik juga lebih tertuju pada 
individu dari pada keluarga, masyarakat ataupun 
manusia secara umum. Subjek pokok dalam konsep 
maqasid klasik adalah individu seperti kehidupan, 
harga diri dan harta individu, bukan masyarakat. 
Dalam masa kontemporer ini, konsep maqasid ini 
perlu diorientasikan terutama pada masyarakat 
seperti harga diri bangsa atau kekayaan dan ekonomi 
nasional. Para ulama kontemporer, menurut Audah 
kemudian memperluas konsep maqasid meliputi 
cakupan yang lebih luas.60 

Ibnu Ashur (w.1393H), misalnya juga 
mengembangkan konsep maqasid ini antara lain 
dengan menjaga keharmonisan keluarga. Ia 
menjelaskan tentang tujuan-tujuan dan nilai-nilai 
moral dari hukum Islam mengenai keluarga. Konsep 
ini bisa saja dipahami sebagai interpretasi ulang 
terhadap maqasid untuk “menjaga keturunan” atau 
memang penggantian dari konsep klasik tersebut. 
Ibnu Ashur (w. 1393H) dalam hal ini telah berusaha 
untuk mengembangkan konsep maqasid tersebut. 
Namun demikian, sebagian ulama kontemporer tetap 
menolak konsep-konsep baru seperti keadilan dan 
kebebasan untuk dimasukkan dalam maqasid. Mereka 
lebih cenderung untuk memasukkan muatan konsep-
konsep baru tersebut pada konsep yang telah ada.61   

Untuk mengetahui maksud dan tujuan hukum 
Islam para ahli hukum dapat menganalisis landasan 
yang digunakan oleh shari’ ketika menetapkan suatu 
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hukum, sehingga dapat mengaplikasikan dan 
menyelaraskan aturan yang ada dalam Al-Qur`an dan 
as-Sunnah dengan realitas empiris yang terjadi dan 
juga dapat mengembangkan dan menetapkan aturan-
aturan hukum yang belum diatur dalam Al-Qur`an 
dan as-Sunnah. Maksud dan tujuan hukum Islam yang 
berupa kemaslahatan ini secara metodologi menjadi 
landasan bagi setiap penetapan hukum (manat al-
hukm), yang dalam usul al-fiqh klasik menjadi 
landasan bagi metode al-qiyas, al-istislah, al-istihsan, 
dan sadd al-dhariah. Dengan mengetahui maksud dan 
tujuan hukum Islam, dapat diketahui alasan mengapa 
shari’ menetapkan suatu hukum tertentu (khususnya 
dalam shari’ah mu’amalat), sehingga berdasarkan 
alasan itu dapat diketahui kapan suatu aturan hukum 
dapat diterapkan dan kapan tidak, sebagaimana 
kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi 
wujudan wa ‘adaman, hukum itu ditetapkan berkisar 
atau berdasarkan pada ada atau tidak adanya ‘illat 
(alasan yang mendasarinya).  

Dengan kata lain, suatu aturan hukum pada 
dasarnya dapat berubah apabila kemaslahatan, yang 
merupakan tujuan hukum Islam, menghendakinya, 
karena kemaslahatan sebagaimana dikemukakan 
merupakan ‘illat atau manat al-hukm (alasan yang 
mendasari adanya suatu hukum). Dari sini kemudian 
para ulama meyatakan bahwa taghayyur al-ahkam bi 
taghayyur al-azman wa alamkinah wa al-ahwal wa al-
‘awa’id, suatu hukum dapat berubah karena adanya 
perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat 
kebiasaan, dan perubahan tersebut didasarkan pada 
‘illat yang menjadi landasan hukumnya kemaslahatan 
yang berupa menjaga dan memelihara lima hal pokok 
(al-kulliyyah al-khams atau al-umur al-khamsah), yaitu 
agama, jiwa, akal, keturunan atau harga diri, dan 
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harta, serta konsep pengembangannya tersebut 
kemudian dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu 
daruriyyat (tingkat primer), hajiyyat (tingkat 
sekunder), dan tahsiniyyat (tingkat pelengkap), dan 
masing-masing peringkat tersebut memiliki unsur-
unsur penyempurna (mukammilat).62  

Kemaslahatan yang berupa menjaga dan 
memelihara lima hal pokok (al-kulliyyah al-khams atau 
al-umur al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan atau harga diri, dan harta, serta konsep 
pengembangannya tersebut kemudian dibagi menjadi 
tiga peringkat, yaitu daruriyyat (tingkat primer), 
hajiyyat (tingkat sekunder), dan tahsiniyyat (tingkat 
pelengkap), dan masing-masing peringkat tersebut 
memiliki unsur-unsur penyempurna (mukammilat). 

Penentuan kemaslahatan menjadi tiga peringkat 
tersebut adalah untuk menentukan kemaslahatan 
yang mana yang paling kuat untuk menjadi ‘illat atau 
manat al-hukm (landasan hukum), terutama apabila 
terjadi pertentangan kemaslahatan. Apabila terjadi 
pertentangan antar kemaslahatan, maka 
kemaslahatan dalam tingkat darūriyyah didahulukan 
untuk dijadikan ‘illat atau manat al-hukm atau 
landasan penetapan hukum dari pada kemaslahatan 
dalam peringkat hajiyyat, dan kemaslahatan peringkat 
hajiyyat didahulukan dari kemaslahatan peringkat 
tahsiniyyat. Namun apabila pertentangan tersebut 
dalam peringkat yang sama, seperti sama-sama dalam 
peringkat daruriyyat atau hajiyyat atau sama-sama 
tahsiniyyat, maka ini pada dasarnya merupakan 
wilayah ijtihad yang sangat luas bagi para pemikir 
hukum Islam, untuk menentukan kemaslahatan yang 
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mana yang paling kuat untuk dijadikan sebagai ‘illat 
atau manat hukumnya.63  

 
H. Konsep Iddah Menurut KHI 

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang 
dihitung. Secara bahasa, kata iddah diambil dari kata 
Al-‘udd dan Al-ihsha yang berarti bilangan atau 
hitungan, karena waktu iddah merupakan bilangan 
yang telah ditentukan. Secara istilah, Iddah berarti 
masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang 
berpisah dengan suaminya.64 Kewajiban menjalani 
masa iddah juga disebutkan di beberapa ayat dalam 
Al-quran dan juga didalam Hadits. Namun, didalam 
bab ini penulis akan fokus membahas masa iddah yang 
terdapat didalam KHI. Didalam KHI terdapat beberapa 
keterangan yang menjelaskan tentang masa iddah, salah 
satunya yaitu terdapat didalam pasal 153 ayat 1 sampai 
6, dimana didalam pasal tersebut dijelaskan tentang 
lama masa iddah bagi seorang istri yang putus 
perkawinan, baik putus perkawinan karena kematian, 
ataupun diceraikan oleh suaminya. 

Bagi perempuan yang putus perkawinan karena 
kematian masa iddah-nya adalah seratus tiga puluh hari 
(atau empat bulan sepuluh hari), hal ini dimaksudkan 
agar perempuan tersebut selama iddahnya 
melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk 
berduka cita atas kehilangan suaminya. Untuk 
perempuan yang putus perkawinan karena perceraian 
pada waktu diceraikan oleh suaminya masih berada 
dalam keadaan haid maka masa iddah-nya yaitu tiga 
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kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang 
perempuan tersebut.65 Sedangkan bagi perempuan 
yang tidak haid maka masa Iddah-nya yaitu selama tiga 
bulan.  

Bagi perempuan yang hamil masa iddah-nya yaitu 
sampai melahirkan secara total. Yang dimaksud 
dengan melahirkan disini ialah sampai anak yang 
dikandung perempuan tersebut lahir. Masa Iddah 
wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan 
ia tidak hamil maka masa Iddahnya yaitu 4 bulan 10 
hari dan berlaku bagi istiri yang masih kecil maupun 
sudah dewasa, atau masih mengalami haid maupun 
sudah menopuse (berhenti haid). Masa Iddah untuk 
istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi  
yaitu ia tidak mempunyai masa Iddah, untuk 
perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah 
kotor/ penyakit) dihitung seperti perempuan yang 
sedang haid. 

Sedangkan waktu dimulainya masa Iddah 
menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu 
terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan 
putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 yang 
berbunyi “bagi perkawinan yang putus karena 
perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak 
jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 
waktu dihitung sejak kematian suaminya”.  
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Untuk penetapan masa iddah yang lebih terperinci, 
disebutkan didalam pasal 153 ayat 1-6, pasal 154, dan 
pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai 
berikut: 

Pasal 153 
1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku 

waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul 
dan perkawinan-perkawinan nya putus bukan karena 
kematian suami. 

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai 
berikut: 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian 

walaupun qobla al dukhul waktu tunggu 
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, 
waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 
(sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; 

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian 
sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu 
tunggu ditetapkan sampai melahirkan; 

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, 
sedang janda tersebut dalam keadaan hami,l waktu 
tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan 
karena perceraian sedang antara janda tersebut 
dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, 
tenggang waktu ditunggu dihitung sejak jatuhnya, 
putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 
waktu ditunggu dihitung sejak kematian suami. 
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5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang 
pada waktu menjalani Iddah tidak haid karena 
menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. 

6. Dalam hal ini keadaan pada ayat (5) bukan karena 
menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan 
tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut, ia haid 
kembali maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. 

Pasal 154 
Apabila istri raj’I kemudian dalam waktu indah 
sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (2) huruf b, 
ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh 
suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat 
bulan sepuluh hari terhitung sangat matinya bekas 
suaminya.66 

Pasal 155 
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya 

karena khulu’, fasaksh dan  
li’an berlaku Iddah talak. 
 

I. Konsep Iddah Khulu’ menurut KHI  
Dalam KHI masalah khulu' ini tidak dijelaskan 

secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas 
masalah Iddah Khulu’ juga sangat terbatas. Di dalam 
KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana khulu' 
terjadi secara khusus serta penyelesaian khulu'. Hal ini 
disebabkan KHI memandang khulu', sebagai salah satu 
jenis talak. Alasan untuk melakukan khulu' juga 
disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak. Pasal 
yang langsung berkaitan dengan khulu', yaitu pasal 124 
dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang 
menyebutkan khulu' sebagai bagian dari talak ba'in 
shughra. Adapun alasan yang dapat mendasari 
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terjadinya khulu', sama dengan alasan talak, yaitu 
mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h. 
Adapun berapa besarnya iwadh, adalah berdasarkan 
kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak, 
pasal 148 ayat (4).67 Namun, untuk menyelesaikan kasus 
khulu’ KHI memberikan prosedur khusus melalui pasal 
148 yang lengkapnya sebagai berikut:   

Pasal 148 
1. Seorang istri yang mengajukan gugatan dengan jalan 

khulu', menyampaikan permohonannya ke 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 
tinggalnya 
disertai alasan atau alasan-alasannya. 

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan 
memanggil istri dan 
suaminya untuk di dengar keterangannya masing-
masing.  

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama 
memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan 
memberikan nasihat-nasihatnya;  

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 
'iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama 
memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk 
mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan 
Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat 
dilakukan upaya banding dan kasasi.  

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).  
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6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang 
besarnya tebusan atau 'iwadh, Pengadilan Agama 
memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.68 

Mengenai berapa lama si istri ber-iddah dalam kasus 
khulu', terdapat dua pendapat. Pertama, yaitu 
perempuan yang putus perkawinan karena Khulu’ masa 
iddah-nya satu kali suci atau satu kali quru’ seperti 
didalam Hadits berikut:  

نَهُ اَنَّ امْرَاةََ ثاَباتا ابْ وَ  َبِا دَاودَ وَالتِّرا ماذاىُّ وَحَسَّ نْهُ ََ لِا ََ نا قَ يْسٍ لِخْتَ لَعَتْ ما عَ ََ
اَدَّ تَ هَا حَيْضَة   ََلَيْها وَسَلَّمَ  ََلَّ  الهُ   ُّ  النَّاِ

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi 
serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais 
mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya 
itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu 
satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).69 

Kedua, didalam  pasal 155 Kompilasi Hukum Islam 
waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 
khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak.70 Berdasarkan 
pasal 155 diatas, ketentuan waktu iddah bagi janda yang 
putus perkawinannya karena khulu’ maka merujuk pada 
pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih 
haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak 
haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. 
Ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b sebenarnya 
mengatur tentang  masa iddah bagi janda yang putus 
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perkawinan karena perceraian atau talak, alasan 
penetapan pasal dan ayat ini untuk dijadikan dasar 
ketentuan masa iddah bagi janda yang putus perkawinan 
karena khulu’, yaitu karena tidak terdapat pasal maupun 
ayat yang secara spesifik membahas tentang ketentuan 
masa iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 
khulu’, di samping itu alasan yang paling mendasar 
adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 155 tentang 
ketentuan masa iddah bagi janda yang putus 
perkawinan karena khulu’ diberlakukan ketentuan iddah 
talak yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci.  

J. Maqasid Asy-Syariah secara umum 
Kata Maqasid merupakan jamak dari kata Maqshid 

yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukan atau 
dimkasud. Secara bahasa maqasid berasal dari kata 
qashada, yaqsihdu, qashdan, qashidun, yang berarti 
keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. 
Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata syar’ 
yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil 
yang ada didalamnya. Al-Syatibi mengartikan syariah 
sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau 
mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, 
perkataan-perkataan maupun i’tiqad-i’tiqad-nya secara 
keseluruhan terkandung di dalamnya. Dari kedua kata 
di atas dapat disimpulakan maqasid syariah adalah 
maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu 
hukum.  

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan syriat dan 
rahasia-rahasia yang di maksudkan oleh Allah dalam 
setiap hukum dari keseluruhan hukum-nya. Inti dari 
tujuan syariah adalah merealitasasikan kemaslahatan 
bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Maqasid 
Syariah atau maslahat dharuriyyah merupakan sesuatu 
yang penting demi terwujud kemaslahtan agama dan 
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dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan 
menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan 
kehidupan. Adapun lima pokok  yang termasuk maqasid 
syariah atau maslahat dharuriyyah yaitu menjaga agama 
(hifdz ad-Din), menjaga jiwa (hifdz an-Nafs), menjaga akal 
(hifdz al-‘Aql), menjaga keturunan (hifdz an-Nasl), dan 
menjaga harta ( hifdz al-Mal).71 

 
K. Maqasid Syariah menurut At-Tahir Ibnu Ashur 

a. Biografi At-Tahir Ibnu Ashur 
At-Tahir Ibnu Ashur, Nama lengkapnya adalah 

Muhammad al-Thahir (Thahir II) ibn Muhammad ibn 
Muhammad al-Thahir (Thahir I) ibn Muhammad ibn 
Muhammad al-Syadhili ibn al-‘Alim ‘Abd al-Qadir 
ibn Muhammad ibn ‘Asyur (selanjutnya disebut Ibnu 
‘Asyur). Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia, 
Afrika Utara, dan meninggal di kota yang sama pada 
3 Rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Ayahnya bernama 
Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn ‘Asyur, 
seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. 
Ibunya bernama Fathimah binti Muhammad al-‘Azizi 
Bu’tur, Menteri di era Ali Bai.  

b. Pendidikan At-Tahir Ibnu Ashur 
At-Tahir Ibnu Ashur memulai pendidikan 

tingkat dasar pada usia enam tahun, Ibnu ‘Asyur 
telah menghafal Alquran, lalu belajar bahasa Persia. 
Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu 
dalam bidang bahasa (nahwu) dan kitab-kitab fikih 
mazhab Maliki. Saat berusia 14 tahun, Ibnu ‘Asyur 
melakoni pengembaraan intelektual di Universitas 
Zaitunah, Tunisia. 

Pada tahun 1899 M, Ibnu ‘Asyur dipercaya 
mengajar di Universitas Zaitunah. Selain itu, dia juga 
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mengajar di Perguruan Tinggi Sadiqiyyah sejak tahun 
1904 M. Pada tahun 1932 M, Ibnu ‘Asyur ditetapkan 
sebagai Syaikh al-Islam al-Maliki di Universitas 
Zaitunah sekaligus Rektor di universitas tersebut. 
Selain di bidang pendidikan, Ibnu ‘Asyur juga 
berkarir di bidang peradilan, yang sejak 1911 M dia 
bertugas menjadi Hakim, dan dua puluh dua tahun 
kemudian dia ditetapkan sebagai mufti dalam 
mazhab Maliki.  

c. Karya-karya At-Tahir Ibnu Ashur 
Dari sisi keluarga besar Ibn ‘Asyur dapat 

dianalisa beberapa faktor yang menjadi pendorong 
lahirnya pemikiran maqashid al-syari’ah yang 
dituangkan dalam beberapa karya beliau.72 Di antara 
karyanya adalah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Maqasid 
al Syari‘ah al-Islamiyyah, Usul al-Nizam al-Ijtima‘iy fi al-
Islam, A Laysa al-Subh bi Qarib, al-Waqf wa Asaruh fi al-
Islam, Kasyf al-Mu‘thiy min al-Ma‘aniy wa al-Alfaz al-
Waqi‘ah fi al-Muwatta’, al-Tawdīh wa al-Tashih fī Usul al-
Fiqh, dan masih banyak lagi karya lainnya baik dalam 
bidang Islamic studies, bahasa, sastra, maupun 
sejarah. 

d. Maqasid Syariah At-Tahir Ibnu Ashur 
Imam Tahir bin Ashur  dalam medasari maqasid-

nya dengn landasan al-fitrah artinya bahwa ajaran 
Islam atau syari’at Islam yang diturunkan oleh Allah 
swt untuk kemaslahatan semua manusia 
sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar 
manusia itu sendiri.  Dalam pandangan Imam at-
Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang menjadi ketentuan 
maqasid syariah, yaitu: 

                                                             
72 Fuat Hasanudin, Review Buku-Maqâshid al-Syarî`ah Ibn ‘Asyur: 

Rekonstruksi Paradigma Ushul Fiki,  Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab 172 

Vol. 1, No. 1, Maret 2020, h.172-173. 



65 
 

Pertama Al-fitrah, artinya bahwa ajaran Islam 
atau syari’at Islam yang diturunkan oleh Allah swt 
untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya 
sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu 
sendiri.73 Kedua, al-samahah, yaitu sikap saling 
menghargai. Sikap ini menjadi pelengkap dari al-fitrah 
dalam menerapkan karakter dasar yang dimiliki 
manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, 
sehingga tujuan-tujuan syariat Islam dapat terwujud 
dengan baik. Ketiga, al-musawah, yaitu adanya 
pandangan pemberlakukan sama di depan hukum-
hukum syariat. Ibnu Asyur memberikan penekanan 
bahwa persamaan manusia di depan hukum itu 
penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip 
utama maqasid al-syari’ah. Keempat, al-hurriyah, yaitu 
terjadinya persamaan dalam hukum ammpu 
menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, 
meskipun kemerdekaan atau kebebasan yagn 
dimaksud tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar 
pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas 
dasar syariat Islam. 74  
At-Tahir Ibn Ashur membagi pembahasan maqasid-
nya menjadi dua pembahasan pokok, yaitu: 
1. Maqasid al-‘ammah, tujuan umum yang dibangun 

berdasarkan fitrah adalah bersifat umum, 
persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya 
paksaan (nikayah) dari shariah dan tujuan umum 
shariah.  
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2. Maqasid al khasah, tujuan yang paling penting yang 
didasarkan pada fitrah adalah tujuan menentukan 
hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah 
menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik 
hak. Hak ini adalah hak yang paling tinggi di 
dunia. Ibnu Ashur menjelaskan hak-hak ini sebagai 
hak manusia dalam menggunakan badan, hak 
terhadap apa yang telah ia lahirkan 
hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang 
yang menjadi haknya.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Sutisna dkk, Panorama Maqasid Syariah, Bandung : CV Media 

Sains Indonesia, 2021, h. 126. 
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BAB III 

Iddah Khulu’ dalam pasal 155 KHI  

persfektif Maqasid Syariah At-Tahir Ibn Ashur 

 

A. Ketentuan Iddah Khulu’ dalam pasal 155 KHI 
Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan 

atau becerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup 
ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya 
wajib menjalani masa iddah. Demikian juga dengan 
perempuan yang putus perkawinan karena khulu’ juga 
wajib menjalani masa iddah. Masalah yang muncul 
adalah berapa lama seorang perempuan yang putus 
perkawinan karena khulu’ harus menjalani masa iddah. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) iddah dikenal 
dengan istilah waktu tunggu, ketentuan iddah atau 
waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu:  
1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku 

waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan 
perkawinannya putus bukan karena kematian suami.  

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai 
berikut: 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, 

walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 
selama 130 hari (seratus tiga puluh) hari;  

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, 
waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 
(sembilan  
puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 
(Sembilan puluh) hari;  
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c. Apabila perkawinan putus karena perceraian 
sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu 
tunggu ditetapkan sampai melahirkan;  

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, 
sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu 
tunggu ditetapkan sampai melahirkan.  

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan 
karena perceraian sedang antara janda tersebut 
dengan bekas suaminya qobla al dukhul.  

4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, 
tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya 
Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.  

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang 
pada waktu menjalani iddah tidak haid karena 
menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.  

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena 
menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan 
tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid 
kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu 
suci.76 

Sedangkan didalam pasal 155 Kompilasi Hukum 
Islam waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan 
karena khulu’, fasakh dan li’an berlaku iddah talak.77 
Berdasarkan pasal 155 tersebut, ketentuan waktu iddah 
bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu’ 
maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi 
janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau 
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi 

                                                             
76 Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Jakarta: Permata Press, 2003, h.46. 
77 Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Jakarta: Permata Press, 2003, h.47. 
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yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) 
hari. 

Adapun yang menjadi ketentuan pasal 153 ayat (2) 
huruf b diatas sebenarnya mengatur tentang ketentuan 
masa iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian atau talak, alasan penetapan pasal dan ayat 
ini untuk dijadikan dasar ketentuan masa iddah bagi 
janda yang putus perkawinan karena khulu’ karena tidak 
terdapat pasal maupun ayat yang secara spesifik 
membahas tentang ketentuan masa iddah bagi janda 
yang putus perkawinan karena khulu’, di samping itu 
alasan yang paling mendasar adalah yang paling 
mendasar adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 
155 tentang ketentuan masa iddah bagi janda yang putus 
perkawinan karena khulu’ diberlakukan ketentuan iddah 
talak. 

Yang menjadi dasar hukum iddah tiga kali quru’ atau 
tiga kali suci yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah 
ayat 228 : 

                         

          
 

Artinya :“Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya 
hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru’. Tidak halal 
perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah 
dalam rahimnya.” (QS. al-Baqarah: 228) 
 

Mengenai arti quru’ dalam ayat diatas, terdapat 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. 
Sebagian fuqaha berpendapat bahwa quru’ itu artinya 
suci, yaitu masa di antara dua haid. Fuqaha lain 
berpendapat bahwa quru’ itu ialah haid itu sendiri. 
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Fuqaha yang berpendapat bahwa quru’ adalah suci 
berasal dari kalangan fuqaha Amsar, seperti: Imam 
Malik, Imam al-Syafi’i, sedangkan dari kalangan sahabat 
yaitu Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a. 
Adapun fuqaha yang berpendapat bahwa quru’ adalah 
haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, Al-
Auza’i, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat yaitu Ali 
r.a., Umar bin Khathab r.a., Ibnu Mas’ud r.a., dan Abu 
Musa Al-Asy’ari r.a.78 

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut bagi 
fuqaha yaitu bahwa quru' adalah masa suci, maka apabila 
isteri yang boleh dirujuk telah memasuki haid yang 
ketiga maka suami tidak boleh merujuk isteri tersebut 
dan ia pun menjadi halal bagi lelaki yang lain. 
Sebaliknya, bagi fuqaha yang berpendapat bahwa quru’ 
adalah masa haid, maka isteri baru menjadi halal untuk 
dinikahi laki-laki lain sesudah lewat masa haid yang 
ketiga. Pendapat ini disebabkan adanya kesamaan arti 
pada kata quru’. Sebab, didalam bahasa Arab kata ini 
mempunyai dua arti (musytarak) yang sama kuatnya, 
yaitu haid dan suci. Jika dalam al-Qur'an terdapat satu 
kata yang mempunyai beberapa arti, maka semua arti 
tersebut boleh digunakan, selama tidak ada keterangan 
yang menentukan untuk menggunakan salah satu arti 
saja. Jika sudah jelas kata quru’ dipakai dengan arti haid, 
maka sudah jelas bahwa itu memang arti yang 
sesungguhnya. Dengan demikian, maka arti kata quru' 
adalah haid.  

                                                             
78 Alamintaha, Rosika Wahyu, “Studi Analisis terhadap pasal 155 

KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena 
khulu’,”  Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN 

Walisongo Semarang,  2010. h. 61. 
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B. Alasan yang menyamakan antara Iddah Khulu’ dengan 
Iddah Talak di dalam pasal 155 KHI  

Dalam Islam pembahasan cerai telah diberikan hak 
untuk keduanya melalui suatu penyelesaian persoalan 
rumah tangga, bagi pihak suami ada hak talak dan bagi 
pihak istri ada hak khulu’ atau disebut bercerai melalui 
tebusan, yang mana tebusan tersebut di berikan pihak 
istri kepada pihak suami yang berdasarkan nass al-quran, 
akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan sendirinya, 
karena diperlukan alasan yang kuat untuk sampai pada 
konteks tersebut.  

Kompilasi Hukum Islam memandang khulu’ 
sebagai salah satu jenis talak. Pasal yang langsung 
berkaitan dengan khulu’, yaitu pasal 124, pasal 155, dan  
pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan 
khulu’ sebagai bagian dari talak ba'in shughra. Adapun 
alasan yang dapat mendasari terjadinya khulu’ sama 
dengan alasan talak, yaitu pasal 116 dari huruf a sampai 
huruf h.  

Dimana didalam pasal 155 Kompilasi Hukum 
Islam menyatakan waktu iddah bagi perempuan yang 
putus perkawinan karena khulu’, fasakh, dan li’an itu 
berlaku iddah talak.79 Berdasarkan pasal 155 KHI diatas 
maka ketentuan waktu iddah bagi janda yang putus 
perkawinannya karena khulu’ maka merujuk pada pasal 
153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid 
ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 
sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan selama sembilan puluh hari. Dari pasal diatas 
dapat dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan antara 
iddah wanita yang dijatuhkan khulu’ dengan iddah wanita 
yang dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ 

                                                             
79 Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47. 
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atau tiga kali suci. Yang mana dasar hukumnya terdapat 
didalam firman Allah SWT. Sebagai berikut: 

                

Artinya: ‘’ Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru’…’’ (Al-Baqarah: 228).  
 

Akan tetapi dalam hal ini ada beberapa ulama yang 

berpendapat mengenai masa Iddah wanita yang bercerai 

karena Khulu’ yaitu satu kali quru’ atau satu kali suci, di 

antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat 

lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin 

Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mana 

dasar hukumnya terdapat di dalam sebuah Hadits yaitu: 

ََن ْهُمَ )انََ امْرَاَ ةَ ثاَباتا بْنا  ََبَّاسٍ رَضَ  الهُ  ََّ ا ََنا ابَنا  ََ  َّ ََلَيْها قَ يْسٍاَ تتَاا لنَّاِ لهُ 
اَيْبُ وَسَلَّمَ ََ قَا لَتْ  ََلَيْها ىا خُلُقٍ وَلَِدايْنٍ،ياَرَسُولِالها ثاَباتُ بْنُ قَ يْسٍ مَااَ    

 ََ ، ََ قَالَ رَسُولُ الها  سَلَاما ََلَيْها وَسَلَّمَ اتَ َ وَلَكاىنا اكَْرَهُ الْكُفْرَىا اْلِا رَدرينَ ل َّ الهُ 
نَ عَمْ، ََ قَالَ رَسُولُ الها  ََ ََلَيْها حَدايَ قَتَهُ؟  ََ قَا لَت ْ اَ   ََلَيْها وَسَلَّمَ اقْ بَ  اْحَدا لَّ  الهُ 

ا راىَّ، وَىا راوَا يةٍَ  ََ ْْلايقَة   رَوَاهُ لْبُ َْلَا قاها يْ قَةَ وَطلَرقْهَا تَ   لَهُ )وَاَ مَرَهُ با
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, ra. “Sesungguhnya istri Tsabit 
putra Qais menghadap Rasulullah saw. Dia berkata: Ya 
Rasulullah, aku tidak mecela akan kelakuan Tsabit putra Qais 
dan tidak pula mencela agamanya, akan tetapi aku tidak mau 
kufur dalam islam”. Maka besabda Rasulullah saw: maukah 
kamu mengembalaikan kebunya? Ia menjawab: “Ya” maka 
bersabda Rasulullah saw, (kepada Tsabit): terimalah kebunmu 
itu, dan talaklah istrimu satu” (Hadist ini diriwayatkan 
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oleh imam bhukori) dan dalam suatu riwayat: dan 
beliau menyuruh Tsabit agar ia menolak istrinya”. 

نَهُ  وَلِاَبِا دَاودَ  نْهُ ََ اةََ ثاَباتا ابْ اَنَّ امْرَ وَالتِّرا ماذاىُّ وَحَسَّ ََ نا قَ يْسٍ لِخْتَ لَعَتْ ما عَ ََ
اَدَّ تَ هَا حَيْضَة   ََلَيْها وَسَلَّمَ  ََلَّ  الهُ   ُّ  النَّاِ

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi 
serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais 
mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya 
itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu 
satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).80 

Hadits diatas memang tidak menjelaskan 
ketentuan iddah secara jelas, namun di dalamnya secara 
jelas terdapat ungkapan perintah Nabi saw. kepada 
Tsabit bin Qais untuk men-talak istrinya dengan satu kali 
talak. Hal tersebut karena melihat hadits dari Ibnu Abbas 
riwayat al-Nasa’i yang telah penulis sebutkan di atas, 
dalam hadits tersebut disebutkan secara jelas tentang 
perintah Nabi saw kepada Tsabit bin Qais dengan istilah 
menyebutkan perintah satu kali talak. Dari istilah 
tersebut maka khulu’ disamakan dengan talak begitu juga 
dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk 
dalam hal ini tentang mengurangi bilangan talak 
maupun dalam hal ketentuan iddah. 

KHI melakukan pembaharuannya secara usul fiqih 
dalam bidang perkawinan menggunakan metode-
metode baik melalui pendekatan bahasa (qawa’id 
Iughawiyyah) yang merunjuk kepada nass Al-Qur’an dan 
As-sunnah maupun melalui pendekatan makna (quwa’id 
ma’nawiyyah) yang merujuk pada kuasa hukum (‘illat), 

                                                             
80 Moh. Machfuddin Aladip, Kitab Bulughul Maram Bab Vll: Hal 

Khulu, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h. 542. 
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maslahah atau maqasid ash-shariah.81 Landasan metodologi 
Ushul Fiqih yang digunakan oleh KHI dalam bidang 
perkawinan didasarkan pada tiga jenis metode dan 
landasan, walaupun kadang-kadang landasan yang 
digunakan tersebut tidak hanya menggukan satu jenis 
metode akan tetapi juga gabungan dari beberapa 
metode, yaitu: 
1. Interpretasi kebahasaan terhadap nass,  
2. Landasan analogi Al-Qiyas, dan  
3. Metode yang didasarkan pada Maslahah.  

Menurut penulis dalam pembahasan khulu’  atau 
dalam istilah pengadilan disebut dengan cerai gugat 
dari isteri itu termasuk ke dalam Landasan analogi Al-
Qiyas, dan metode yang didasarkan pada Maslahah. 
Pertama, landasan analogi Al-Qiyas yaitu mencari dan 
menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum 
dalam hukum sesuai dengan yang dikehendaki serta 
yang dimaksud oleh pembuat hukum tersebut. Hak 
cerai gugat dari istri didasarkan pada analogi Al-Qiyas 
terhadap hak khulu’, yang mana pemberian imbalan dari 
isteri kepada suami sebagai bentuk “pengembalian 
mahar” tersebut ditiadakan karena dalam ayat tentang 
mahar menyatakan bahwa mahar dipandang sebagai 
pemberian yang tanpa pamrih. Hal ini terlihat dalam 
KHI pasal 148 ayat 6, bahwa apabila dalam masalah 
khulu’ ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan 
isteri mengenai besarnya imbalan atau tebusan (‘iwad), 
maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus 
sebagai perkara biasa, yaitu sebagai perkara gugatan 
cerai dari isteri. Dengan demikian, KHI pada dasarnya 

                                                             
81 Nuroniyah, Wardah, Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum 

Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

Tanggerang Selata: cinta buku media, 2016, h.183. 
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menyamakan antara gugatan cerai yang diajukan isteri 
dengan khulu’.  

Kedua, metode yang didasarkan pada Maslahah, 
yaitu salah satu metode yang dipakai oleh para ulama 
ushul dalam menetapkan suatu hukum, kemudian 
mengambil mamfaat dan menolak kemudaratan atau 
kemafsadatan. Para ahli ushul fiqh mengemukakan 
beberapa pembagian maslahah, jika dilihat dari beberapa 
segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka 
membaginya menjadi tiga macam, yaitu:  

1. Maslahah Al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang 
berhubungan dengan kebutuhan pokok umat 
manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan 
seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama (al-din), 
Memelihara jiwa (al-nafs), Memelihara akal (al-‘aql), 
Memelihara keturunan (al-nasl aw al- ‘ird) dan 
Memelihara harta (al-mal). 

2. Maslahah Al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam 
menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya 
yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan 
dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. 
Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), 
kerja sama dalam pertanian (Muzara’ah) dan lain-lain.  

3. Maslahah Al-Tahsiniyyah, yaitu, kemaslahatan yang 
sifanya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat 
melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, 
dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian 
yang bagus, dan belajar berbagai jenis cara 
menghilangkan najis dari badan manusia.82 

                                                             
82 Muksana Pasaribu, Maslahat dan perkembangannya sebagai 

dasar penetapan hukum islam, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04, 2014, h. 353-

354.   
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Menurut penulis metode yang didasarkan pada 
Maslahah Al-Dharuriyah ini sesuai dengan pembahasan 
khulu’ atau cerai gugat, dengan adanya hak gugat 
(khulu’) dari isteri menjadikan kedudukan isteri sejajar 
dengan suami. Dimana masalah khulu’ ini berhubungan 
dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak 
istri agar istri tidak terzhalimi dan adanya khulu’ ini 
ditunjukan sebagai sarana untuk memperoleh 
kemaslahatan serta menghindari kemadaratan dan 
kesulitan yang lebih besar. Sehingga secara metodelogis 
dapat didasarkan pada metode al-istislah, yaitu 
penetapan hukum dengan didasarkan pada 
kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah 
(Maqasid Syariah), yaitu menjaga agama (al-din),  jiwa (al-
nafs), akal (al-‘aql), keturunan atau harga diri (al-nasl aw 
al- ‘ird), dan harta (al-mal) dari masing-masing anggota 
keluarga.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berdasarkan 
pasal 155 KHI diatas maka ketentuan waktu iddah bagi 
janda yang putus perkawinannya karena khulu’ merujuk 
pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang 
masih haid ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-
kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak 
haid ditetapkan selama sembilan puluh hari. Adapun 
yang menjadi alasan penetapan pasal 153 ayat (2) huruf 
b untuk dijadikan dasar ketentuan masa iddah bagi janda 
yang putus perkawinan karena khulu’, karena tidak 
terdapat pasal maupun ayat yang secara spesifik 
membahas mengenai ketentuan masa iddah bagi janda 
yang putus perkawinan karena khulu’, di samping itu 
alasan yang paling mendasar adalah dengan 
memperhatikan bunyi pasal 155 tentang ketentuan masa 
iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu’ 
diberlakukan sama dengan ketentuan iddah talak yaitu 
tiga kali quru’ atau tiga kali suci.  
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Kemudian melihat hadits dari Ibnu Abbas riwayat 
al-Nasa’i yang telah penulis sebutkan di atas, dalam 
hadits tersebut disebutkan secara jelas tentang perintah 
Nabi saw kepada Tsabit bin Qais dengan istilah 
menyebutkan perintah satu kali talak. Dari istilah 
tersebut maka khulu’ disamakan dengan talak begitu juga 
dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk 
dalam hal ini tentang mengurangi bilangan talak 
maupun dalam hal ketentuan iddah. 

Landasan metodologi Ushul Fiqih yang digunakan 
oleh KHI dalam bidang perkawinan didasarkan pada 
tiga jenis metode dan landasan yaitu: Pertama, 
Interpretasi kebahasaan terhadap nass, kedua, Landasan 
analogi Al-Qiyas, dan  ketiga, Metode yang didasarkan 
pada Maslahah.  

Akan tetapi menurut penulis dalam pembahasan 
khulu’  atau dalam istilah pengadilan disebut dengan 
cerai gugat dari isteri itu termasuk ke dalam Landasan 
analogi Al-Qiyas, dan metode yang didasarkan pada 
Maslahah. Karena dengan adanya hak gugat (khulu’) dari 
isteri menjadikan kedudukan isteri sejajar dengan suami. 
Dimana masalah khulu’ ini berhubungan dengan 
kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri 
agar istri tidak terzhalimi dan adanya khulu’ ini 
ditunjukan sebagai sarana untuk memperoleh 
kemaslahatan serta menghindari kemadaratan dan 
kesulitan yang lebih besar. 

 
C. Iddah Khulu’ dalam pasal 155 KHI persfektif Maqasid 

Syariah At-Tahir Ibn Ashur 
At-Tahir Ibn Ashur memiliki konsep Maqasid Syaraih 

yang ia bagi menjadi dua bagian yaitu: 
1.  Maqasid Syaraih Al-‘ammah (tujuan umum) syariah 

dari seluruh hukum yaitu tujuan yang tidak hanya 
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dikhususkan pada satu hukum.83 Seperti tujuan dari 
ibadah, yang secara umum yaitu untuk 
mengagungkan Allah Ta’ala dan takut kepada-Nya 
serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan hanya 
kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah 
maupun larangan yaitu bertujuan untuk beribadah 
kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan 
menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan 
kesulitan. 
Ibnu Ashur membatasi Maqasid Al-ammah dengan 
empat syarat yaitu: 
1. Bersifat tetap (al-thubut).  
2. Jelas (al-duhur), yaitu bersifat jelas tidak 

menimbulkan perselisihan dalam 
menjelaskan arti seperti menjaga keturunan 
sebagai tujuan dari 
disyariatkannya nikah.   

3. Terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai 
batasan yang rinci seperti  
menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya 
hukuman cambuk ketika mabuk.  

4. Otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan syara’ tidak 
diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan 
waktu seperti tujuan kesepadanan dalam 
pergaulan suami istri.84  

Menurut penulis bahwa keempat syarat maqasid 
syariah diatas sudah sesuai dengan KHI, karena pertama, 
Bersifat tetap (al-thubut)  di mana dalam pasal 155 KHI 
sudah ditetapkan waktu iddah bagi janda yang putus 
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perkawinan karena khulu’ itu iddah-nya sama dengan 
iddah talak yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci.  Kedua, 
Jelas (al-duhur) yang mana didalam pembahasa Iddah 
Khulu’ itu hukumnya menurut pasal 155 KHI 
menyatakan waktu iddah bagi perempuan yang putus 
perkawinan karena khulu’, fasakh, dan li’an itu berlaku 
iddah talak.85 Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa 
jelas tidak terdapat perbedaan antara iddah wanita yang 
dijatuhkan khulu’ dengan iddah wanita yang dijatuhkan 
talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali 
suci.  

Ketiga, Terukur (indibat) didalam pasal 155 KHI 
menyatakan waktu iddah bagi perempuan yang putus 
perkawinan karena khulu’, fasakh, dan li’an itu berlaku 
iddah talak. Berdasarkan pasal 155 KHI  tersebut, 
ketentuan waktu iddah bagi janda yang putus 
perkawinannya karena khulu’ merujuk pada pasal 153 
ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid 
ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 
(sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Dalam 
uraian diatas sudah diukur mengenai berapa lama masa 
Iddah bagi perempuan yang putus perkawinan karena 
khulu’ yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 

Keempat, Otentik (itrad) Mengenai masalah khulu’, 
dimana didalam pengadilan disebut denan istilah cerai 
gugat dari isti atau bercerai melalui tebusan, dimana 
pihak istri membayar tebusan kepada pihak suami yang 
bertujuan agar bisa diceraikan oleh suami. Akan tetapi 
pemberian imbalan dari isteri kepada suami sebagai 
bentuk “pengembalian mahar” tersebut ditiadakan 
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karena dalam ayat tentang mahar menyatakan bahwa 
mahar dipandang sebagai pemberian yang tanpa 
pamrih. Hal ini terlihat dalam KHI pasal 148 ayat 6, 
bahwa apabila dalam masalah khulu’ ini tidak terjadi 
kesepakatan antara suami dan isteri mengenai besarnya 
imbalan atau tebusan (‘iwad), maka Pengadilan Agama 
akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, 
yaitu sebagai perkara gugatan cerai dari isteri.   

2. Maqasid Syariah Al-khassah (tujuan khusus), tujuan 
yang paling penting yang didasarkan pada fitrah 
adalah tujuan menentukan hak-hak melalui 
penciptaan.86 Asal kejadian telah menimbulkan hak 
bersamaan terciptanya pemilik hak. Hak ini adalah 
hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur 
menjelaskan hak-hak ini sebagai hak manusia dalam 
menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia 
lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari 
barang yang menjadi haknya. 

Dalam pandangan Imam at-Tahir Ibn Ashur ada 4 
hal yang menjadi ketentuan maqasid syariah, yaitu:  

1. Pertama Al-fitrah, artinya bahwa ajaran Islam atau 
syari’at Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk 
kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat 
sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. 

2. Kedua, al-samahah, yaitu sikap saling menghargai. 
Sikap ini menjadi pelengkap dari al-fitrah dalam 
menerapkan karakter dasar yang dimiliki manusia 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga 
tujuan-tujuan syariat Islam dapat terwujud dengan 
baik.  
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3. Ketiga, al-musawah, yaitu adanya pandangan 
pemberlakukan sama di depan hukum-hukum 
syariat. Ibnu Asyur memberikan penekanan bahwa 
persamaan manusia di depan hukum itu penting 
dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama 
maqasid al-syari’ah.  

4. Keempat, al-hurriyah, yaitu terjadinya persamaan 
dalam hukum dan mampu menciptakan 
kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun 
kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud 
tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar pilihannya 
dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar 
syariat Islam. 87  

Menurut pandangan penulis keempat ketentuan 
maqasid syariah diatas sudah sesuai dengan KHI dalam 
pembahasan khulu’. Pertama Al-fitrah, Ibn Ashur 
menjelaskan, bahwa fitrah ada dua macam, yaitu fitrah 
jasadiyah dan fitrah dhihniyah. Fitrah jasadiyah adalah 
kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja 
sebagaimana fungsinya. Sedangkan fitrah dhihniyah 
adalah fitrah pada diri manusia selain 
kecenderungannya untuk tunduk dan patuh kepada 
Tuhan, adalah kecenderungannya untuk menyukai 
kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, rasa malu, 
menyesal, dan sebagainya.88  

                                                             
87 Abdulloh Munir, konsep perceraian didepan sidang 
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Manusia dibekali akal dan pikiran yang berjutuan 
untuk menjaga fitrah yang ada pada dirinya, namun 
terkadang faktor lingkungan atau faktor lainnya yang  
menjadikan manusia kehilangan fitrah-nya. Karena 
itulah tujuan umum diturunkannya syariah Islam yaitu 
untuk menjaga dan mengembalikan fitrah pada diri 
manusia ketika manusia kehilangan fitrah-nya. Adapun 
bentuk hukuman dalam syariah Islam dimaksudkan 
untuk menyucikan fitrah manusia agar tidak 
menyimpang. Selain hukum islam ada juga hukum adat, 
untuk menentukan adat sebagai bagian dari hukum 
haruslah adat tersebut tidak bertentangan dengan fitrah 
manusia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa aturan 
hukum apapun jika bertentangan dengan fitrah manusia, 
maka hakikatnya hukum tersebut juga bertentangan 
dengan syariah Islam.  

Kedua, al-samahah, adanya al-samahah dalam 
syariah Islam adalah karena Allah menjadikan agama ini 
(Islam) sebagai agama fitrah. Dan fitrah mengantarkan 
manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa 
manusia merasa mudah untuk menerima keadaan 
tersebut. Dan Allah menghendaki syariah Islam sebagai 
syariah yang mudah dilaksanakan oleh umat manusia. 
Karena adanya sifat al-samāhah dalam Islam menjadikan 
kecenderungan orang untuk menerima Islam dan 
syariahnya, karena sifat tersebut merupakan salah satu 
jalan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang di 
alam semesta.  

Ketiga, al-musawah, hal ini sesuai dengan 
pembahasan khulu’  atau cerai gugat. Dimana masalah 
khulu’ ini berhubungan dengan kepentingan istri dan 
untuk melindungi hak-hak istri agar istri tidak 
terzhalimi dan adanya khulu’ ini ditunjukan sebagai 
sarana untuk memperoleh kemaslahatan serta 
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menghindari kemadaratan dan kesulitan yang lebih 
besar. Yang penetapan hukum dengan didasarkan pada 
kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah 
(Maqasid Syariah), yaitu menjaga agama (al-din),  jiwa (al-
nafs), akal (al-‘aql), keturunan atau harga diri (al-nasl aw 
al- ‘ird), dan harta (al-mal) dari masing-masing anggota 
keluarga. Keempat, al-hurriyah (persamaan dalam 
hukum), dengan adanya hak gugat (khulu’) dari isteri 
menjadikan kedudukan isteri sejajar atau sama dengan 
suami, yang mana istri juga mempunyai hak untuk 
memutuskan ikatan perkawinan yaitu melalui jalan cerai 
gugat atau di sebut dengan istilah khulu’. Begitu pun 
sebaliknya (suami) juga mempunyai hak untuk 
memutuskan ikatan pernikahan melalui jalan talak.  

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dari 
uraian diatas mengenai  pembahasan khulu’. Dimana At-
Tahir Ibn Ashur membagai konsep Maqasid menajdi dua 
yaitu: Pertama, konsep Maqasid Syaraih Al-‘ammah 
(tujuan umum) dan Maqasid Syariah Al-khassah (tujuan 
khusus). Ibnu Ashur membatasi Maqasid Al-ammah 
dengan empat syarat yaitu: pertama, bersifat tetap (al-
thubut), kedua jelas (al-duhur), ketiga terukur (indibat), 
dan keempaat otentik (itrad). Dimana didalam 
pembahasa Iddah Khulu’ menurut pasal 155 KHI 
menyatakan waktu iddah bagi perempuan yang putus 
perkawinan karena khulu’, fasakh, dan li’an itu berlaku 
iddah talak.89  

Didalam pasal tersebut sudah ditetapkan waktu iddah 
bagi janda yang putus perkawinan karena khulu’ itu 
iddah-nya sama dengan iddah talak yaitu tiga kali quru’ 
atau tiga kali suci. Pasal diatas merujuk pada pasal 153 
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ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid 
ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 
(sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 
ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Dalam 
uraian diatas sudah diukur mengenai berapa lama masa 
Iddah bagi perempuan yang putus perkawinan karena 
khulu’ yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. Mengenai 
besarnya imbalan atau tebusan (‘iwad), dari isteri kepada 
suami sebagai bentuk “pengembalian mahar” tersebut 
ditiadakan karena dalam ayat tentang mahar 
menyatakan bahwa mahar dipandang sebagai 
pemberian yang tanpa pamrih. Hal ini terlihat dalam 
KHI pasal 148 ayat 6, bahwa apabila dalam masalah 
khulu’ ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan 
isteri mengenai besarnya imbalan atau tebusan (‘iwad), 
maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus 
sebagai perkara biasa, yaitu sebagai perkara gugatan 
cerai dari isteri.   
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BAB IV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Setelah penulis membahas dalam kajian analisis 

sebagaimana yang diuraikan dari bab pertama sampai 
bab ke-empat, yang dilandasi dengan berbagai argumen 
dan dalil yang berkaitan dengannya, maka agar lebih 
memfokuskan pada pokok permasalahan yang dibahas, 
berikut ini penulis memberikan kesimpulan atas 
permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut: 
1. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

adalah waktu iddah bagi janda yang putus 
perkawinan karena khulu', fasakh dan li'an berlaku 
iddah talak. Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa 
jelas tidak terdapat perbedaan antara iddah wanita 
yang dijatuhkan khulu’ dengan iddah wanita yang 
dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ 
atau tiga kali suci.  

2. KHI menyamakan iddah khulu’ dengan iddah talak 
karena dalam hadits dari Ibnu Abbas riwayat al-
Nasa’i yang mana di dalamnya disebutkan secara 
jelas tentang perintah Nabi saw kepada Tsabit bin 
Qais dengan istilah menyebutkan perintah satu kali 
talak. Dari istilah tersebut maka khulu’ disamakan 
dengan talak begitu juga dengan akibat hukum yang 
ditimbulkan termasuk dalam hal ini tentang 
mengurangi bilangan talak maupun dalam hal 
ketentuan iddah. 

3. At-Tahir Ibn Ashur membagai konsep Maqasid 
menajdi dua yaitu: Pertama, konsep Maqasid Syaraih 
Al-‘ammah (tujuan umum) dan Maqasid Syariah Al-
khassah (tujuan khusus). Dalam pandangan Imam at-
Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang menjadi ketentuan 
maqasid syariah, yaitu: Pertama Al-fitrah, Kedua, al-
samahah, Ketiga, al-musawah, dan Keempat, al-hurriyah. 
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Menurut penulis konsep dan ketentuan Maqasid 
Syaraih At-Tahir Ibn Ashur diatas sudah sesuai 
dengan KHI  Dimana dalam pasal 155 KHI 
menyatakan waktu iddah bagi perempuan yang putus 
perkawinan karena khulu’, fasakh, dan li’an itu berlaku 
iddah talak. Didalam pasal tersebut sudah ditetapkan 
waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan 
karena khulu’ itu iddah-nya sama dengan iddah talak 
yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. Pasal diatas 
merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi 
janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci 
atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, 
dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 
(sembilan puluh) hari. Dalam uraian diatas sudah 
diukur mengenai berapa lama masa Iddah bagi 
perempuan yang putus perkawinan karena khulu’ 
yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. 

B. Saran   
Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang 
mendalam tentang tenggangan masa Iddah wanita 
karena Khulu’ dalam pasal 155 KHI analisis maqasid 
syariah At-Tahir Ibn Ashur, maka penulis dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Berdasarkan yang penulis teliti mengenai masa Iddah 

wanita karena Khulu’, yang menjadi tilikan yaitu 
mengingat masalah iddah merupakan salah satu yang 
disyariatkan oleh agama sebagai aturan bagi 
perempuan yang telah di cerai oleh suaminya baik di 
cerai mati maupun cerai hidup dengan ketentuan 
yang telah di atur dalam Alquran dan Hadist maka 
dari itu sekalipun dengan melakukan tes USG dapat 
mengetehui kehamilan seorang wanita tanpa harus 
menunggu selama kurun waktu masa iddah namun 
dibalik itu, Islam menganjurkan adanya iddah dalam 
kurun waktu minimal 3 bulan karena setiap wanita 
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memiliki sirkulasi haid yang berbeda dan berfungsi 
untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan dalam 
waktu tersebut. 

2. Adapun berkenaan dengan tulisan ini, apabila suatu 
saat nanti pemerintah mengadakan perubahan 
terhadap Kompilasi Hukum Islam, bagi pembentuk 
undang-undang yang hendak merevisi Kompilasi 
Hukum Islam, maka ada baiknya dalam penjelasan 
umum diberi keterangan tentang pengertian iddah 
talak  dan iddah Khulu’, sehingga tidak menimbulkan 
penafsiran yang berbeda. 
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